
I SAL/NAN I

Menimbang

Mengingat

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA ,

PER,ATURAN GUBERNUR PROVINSI' DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 220 TAHUN 2014

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 ayat (3) Peraturan Daerah
Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perlu
menetapkan Peraturan Gubernur tehtang Organisasi dan Tata Kerja Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah;

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian
Pengembangan dan Penerapan IImu Pengetahuan dan Teknologi;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Parimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

8. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan
Republik Indonesia;

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan;

10. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
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11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional
Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah terakhlr dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010; ,

13. Peraturan Pemerlntah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelengga'raan
Statistik;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan
dan Kinerja Instansi Peinerintah;

16. Peraturan, Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

17: Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentaAg PerTibagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

18. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang
Negara/Daerah;

19. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman
Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah;

20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentnng Tahapan, Tata Cara
'Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;

21. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah;

22. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang
Milik Negara/Daerah;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

24. Peraturan MEmteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen
Dalarn Negeri dan Pemerintah Daerah;

25. Peraturan 'Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun2008 tentang Pola
Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

26. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dengan Menteri
Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang
Penguatan Sistem Inovasi Daerah;

27. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2013-2017;

28. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat
Daerah; ,
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." MEMUTUSKAN :

. Menetapkan

,

: PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH.

, ,

BABI
.

KETENJUAN UMUM

Pasal1

Oalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan : ..

1. Daerat1 adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

2. Pemerihtah Daerah adalah Gubernur dan perangkat'Daerah sebagai 'unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.· ,

3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus,lbukota Jakarta.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah
Dewan Perwakiian Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

5. SekretariatDaerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta.

6. Sekretaris . Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi, ,Daerah Khusus
IbuKotCl Jakarta.

7. Asisten Pemerintahan adall;lh Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah
Provinsi Qaerah Khusus Ibukota Jakarta.

8. A~isten Administrasi dan Keuangan adalah Asisten Administrasi dan
Keuangan Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

9. Asisten Perekon'omian adalah Asisten Perekonomian Sekretaris Daerah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. .,

10. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup adalah Asisten Pembimgunan., '
dan Lingkungan HidupSekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta. '

11. Asisten Kesejahteraan Rakyat adalah', Asisten Kesejahteraan· Rakyat
, 'Sekretaris Daeri,lh Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta."

12. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang· selanjutnya disebut
Bappeda adalah Badan· Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi
Qaerah Khusus Ibukota Jakarta.

13. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

, 14. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat
BPKAb adal;3h Sadan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta. .

. 1.5:...SadanKepegawaian Daerah yang selanjutnya,disingkat BKD adalah-aa:dan
Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.. '
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16. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut Biro
Organisasi dan RB adalah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi
Sekretariat Daerah.

17. Kota Administrasi adalah Kota Administrasi di Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta.

18. Kabupaten Administrasi adalah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

19. Walikota adalah Walikota Kota Administrasi.

20. Bupati adalah Bupati Kabupaten Administrasi.

21. Kantor Perencanaan Pembangunan Kota Administrasi yang selanjutnya
disebut Kanppeko adalah Kantor Perencanaan Pembangunan pada Kota
Administrasi.

22. Kantor perencanaan Pembangunan KabujJaten Administrasi yang selanjutnya
disebut Kanppekab adalah Kantor Perencanaan Pembangunan pada
Kabupaten Administrasi

23. Kepala Kantor adalah Kantor Perencanaan Pembangunan Kota Administrasi/
Kabupaten Administrasi.

24. Kecamatan adalah Kecamatan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

25. Kelurahan adalah Kelurahan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah

Khusus Ibukota Jakarta.

27. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

28. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah
bagian atau subordinat SKPD.

29. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat
RPJPD adalah dokumen perencanaar:u:l.aerab untukperiode 25 (dua puluh
lima) tahun.

30. Renca~a. Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat
RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

31. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disillgkat RKPD adalah
dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

32. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen
yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta
asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

33. Prioritasdan Plafon Anggaran yang selanjutnya disingkat PPA merupakan
program' prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan
kepada SKPD untuk setiap program.

34. Kegiatan Tahun Jamak adalah kegiatan yang waktu pelaksanaan .dan dana
anggarannya mengikat untuk masa lebih dari 1 (satu) t<ihul) anggaran.
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35. Program Prioritas Kepala Daerah adalah program yang bersifat top down
yang merupakan komitmen dari Pimpinan Daerah yang berhubungan
limgsung dengan kepentingan publik, bersifat monumental, Iintas sektor,
berskala besar dan memiliki urgensi yang tinggi serta memberikan dampak
luas pada masyarakat. .

36. Reneana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut
.Renstra SKPD adalah do.kumen pereneanaan SKPD untuk periode 5 (lima)
tahun, yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan
kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi
Satuan Ke~a Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJMD dan
bersifat indikatif.

37. Reneana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut
Renja SKPD adalah dokumen pereneanaan SKPD untuk periode 1 (satu)
tahun anggaran, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan
balk yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang
ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

38. Musyawarah Pereneanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut
Musrenbang ·adalah Forum antar pelaku/pemangkukep~ntingan dalam
rangka menyusun reneana pembangunan daerah.

39. Rapat I:<oordinasi Bidang yang selanjutnya disebut Rakorbid adalah wadah
bersania antar pelaku pembangunan untuk membahas prioritas kegiatan
yang bersifat Iintas sektor.

40. Reneana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah
hasil pereneanaan tata rLlang wilayah.

41. Korp:> Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Korpri adalah
Korps Pegawai Republik Indonesia Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal2

(1) Bappeda merupakan I,msur perencana pembangunan pemerintahan daerah.

(2) Bappeda dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudllkan di bawah
dan bl3rtanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah..

(3) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan dibantu oleh seorang Wakil
Kepala Badan yang berkedudukan di bawoh dan bertanggung jawab
kepaqa Kepala Badan. .

Pasal3

(1) Bappeda mempunyai tugas menyusun, mengoordinasikan, mengendalikan
dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, .penyelenggaraan
penelitian dan pengembangandan pengelolaan statistik-daerah.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Bappeda menyelenggarakan fungsi :
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a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Badan;
b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan Anggaran

Badan;
c. penyusunan kebijakan, pedoman dan standar teknis perencanaan

. pembangunan, penelitian dan pengembangan serta statistik daerah;
d. pengQordinasian penyusunan RTRW, RPJPD.RPJMD dan RKPD;
e. penyusunan KUA berkoordinasi dengan BPKAD;
f. penyusunan PPA berkoordinasi dengan BPKAD;
g. pengendalian kesesuaian antara indikator. kinerja RPJPD, RPJMD,

RKPD dengan KUA dan PPA, output/hasil kegiatan pada Renja SKPD
dan RKASKPD;

h. pengoordinasian kebijakan perencanaan pembangunan di bidang
pemerintahan, perekonomian, prasarana sarana kota dan lingkungan
hidup, kesejahteraan rakyat, serta keuangan;

i. pengoordinasian perencanaan pembangunan secara terpadu Iintas
negara, Iintas daerah, Iintas urusan pemerintah, antar pemerintah
.daerah dengan pusat dan antar Iintas pelaku lainnya;

. j. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan;
k. peli:lksanaan penelitian dan pengembangan daerah; .
I. pengoordinasian pelaksanaan penyel,mggaraan penelitian.~pengembangan,

i1mu pengetahuan dan teknologi serta inovasi;
m.pelaksanaan koordinasi, kerja sama dan ·kemitraan dengan instansi

pemei·intah dan/atau pihak terkait dalam rangka ;:>engelolaan statistik
daerah;

n. pembinaan fungsi perencanaan pembangunan pada SKPD/UKPD;
o. penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah;
p. pengelolaan kepegawaian, ke\.langan dan barang Bappeda;
q. pengelolaan ketatausahaan dan kerumC!htanggaan Bappeda;
r. pengelolaan kearsipan, data dan informasi Bappeda; dan
s. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi .

Pasal4

(1) Susunan organisasi Bappeda, terdiri dari :

a. Kepala Badan;
b. Wakil Kepala Gadan;
c. Sekretariat. terdiri dari :

1. Subbagian Umum;
2. Subbagian Kepegawaian;
3. Subbagian Perencanaan dan Anggaran; dan
4. Subbagian. Keuangan.

d. Bidang Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari :

1. Subbidang Pendidikan, Perpustakaan·dan Kearsipan;·
2. $ubbidang Sosial, Pemuda dan Ol<;!h Raga; dan .
3. SUbbidang Pemberdayaan Masyarakat. Ktlluarga Berencana dan

Kesehatan.
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e. Bidang Prasarana Sarana Kota dan Lingkungan Hidup, terdiri dari :

1. Subbidang Penataan Ruang, Pertamanan dan Pemakaman;
2.Subbidang Tata Air, Kebersihan dan Lingkungan Hidup; dan
3. Subbidang Bina Marga, Perumahan dan Gedung Pemda.

f. Bidang Perekonomian, terdiri dari :

1. Subbidang Perhubungan dan Transportasi; .
2. Subbidang Perdagangan, Koperasi, Industri, Energi, Kelautan dan

Ketahanan Pangan; dan
3. Subbidang Pengembangan Usaha, Ketenagake~aan, Pariwisata dan

Kebudayaan.

g. Bidang Pemerintahan, terdiri dari :

1.Subbidang Dukcapil, Kesbangpol, Tibum,Penanggulangan Bencana,
PTSP dan Kominfomas;

2. Subbidang Perencanaan Pembangunan, Keiembagaan, Kepegawaian
dan Pengawasan Intemal; dan

3. Subbidang Tata Pemerintahan' dan Kewilayahan.

h. Bidang Program dan Pendanaan Pembangunan terdiri dari :

1. Subbidang Keuangan, Aset, Pajak dan Barang/Jasa;
2. Subbidang Penyusunan Rencana Pembangunan; dan'
3. Subbidang Program dan Rencana Kerja Anggaran.

i. Bidang Penelitian dan Pengembangari terdiri dari :

1.· SUbbidang Penelitian, Pengembangan dan Inovasi;
2. Subbidang Pengembangan Perencanaar:1-E~artisifatif~.dan
3. Subbidang Pembinaan dan Pengembangan Perencanaan..

j. Bidang Eval~asi, Pengendalian dan Ipformasi terdiri dan:

,1. SUbbidang Evaluasi dan Pengendalian Perencanaan Pembangunan;
2. Subbidang Statistik, Data dan Informasi Pembangunan; dan
3. Subbidang Sistem Informasi Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan.

k. Kanppeko;

I. Kanppekab'; dan

m.Kelompok Jabatan Fungsional.

(2). Bagan susunan organisasi Bappeda sebagaimana tercantum dalam
Lampjr'an Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Kepala Badan

Pasal5

Kapala Badan mempunyai tugas :

a. memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3; .

b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat, Bidang,
Kanppeko/Kanppekab dan Keiompok Jabatan Fungsional;
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c. melaksanakan koordinasi dan kerja sarna dengan SKPDJUKPD dan/atau
instansi pemerintah/swasta dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi
Bappeda; dan .

d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan .fungsi
Bappeda.

Bagian Ketiga

Wakil Kepala Badan

Pasal6

(1) Wakil Kepala Badan mempunyai tugas :

a. membantu Kepala Badan dalam memimpin pelaksanaan tugas dan
fungsi Bappeda sebagaimana dimaks.u.cLdalam_F?asal 3;

b. membantu Kepala Badan dalam pelaksanaan koordinasi dengan
ins~ansi pemerintah;

c. mernbantu Kepala Badan dalam koordinasi dan (jengendalian pelaksanaan
kebijakan yang ditetapkan Kepala Badan;

d. membantu Kepala Badan dalam pengoordinasian pela,ksanaan tugas
dao.. fungsi Sekretariat, Bidang,- Kanppeko/Kanpp&kab. daA Kelompok
Jabatan Fungsional;

e. memb~mtu Kepala Badan dalam koordinasi, monitoring, pengendalian
dan.evaluasi perencanaan pembangunan daerah; .

f. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kepala Badan; dan
g: mewakili Kepala Badan apabila berhalangan dalam melaksanakan

.tugasnya.

(2) Wakil Kepala Badan. dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab
kepada Kepala Badan.

Bagian Keempat

Sekretariat

Pasal?

(1) Sekretariat merupakan unit kerja staf Bappeda.

(2) Sekretariat dipirnpin oleh seorang Sekretaris Badan yang berkedudukan
di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal8

(1) Sekretariat melaksanakan tugas administrasi Bappeda.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksLld pada ayat (1),
Sekretariat menyelenggarakanfungsi :

a. penyusunan renCana strategis dan rencana kerja dan anggaran
Sekretariat;

b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran
Sekretariat;

c. pengoordinasian penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan
anggaran Bappeda;
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d. penyusunan kebijakan, pedoman dan standar teknis yang berkaitan
dengan tugas dan fungsi Sekretariat;

e.. pelaksanaan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana
stratE1gis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bappeda oleh unit kerja
Bappeda;

f. pembinaan qan pengembangan tenaga fungsional dan tenaga teknis Bappeda;
g. pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Bappeda;
h. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Bappeda;
i. pelaksariaan publikasi kegiatan dan pengaturan acara Bappeda;
j. penyediaan, penatausahaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana

dan Slirana kerja Bappeda;
k. pengelolaan teknologi informasi Bappeda;

'I. pengelolaan kearsipan, data dan informasi Bappeda;
m.perigoordinasian penyusunan laporan keuangan, kinerja, kegiatan dan

akuntabilitas Bappeda; dan
n. pelaporan dan peltanggungjawaban pelaksanaan tugas dan rungsi Sekretariat.

Pasal9

(1) SUbbagian Umum merupakan Satuan Ke~a Sekretariatdalam pelaksanaan
admiriistrasi umum Bappeda.

(2) SubbClgian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan
di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Badan.

(3) Subbagian Umum mempunyai tugas :

a. nienyusun bahanrencana strategis dan rencana kerja dan anggaran
sekretariat sesuai dengan lingkup tllgasnya;

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran
sekretariat sesuai dengan Iingkup tugasnya;

c. melaksanakan kegiatan pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan
Bappeda;

d. melaksanakan kegiatan pemeliharaan kebersihan, keinda/lan, keamanan
dan ketertiban Kantor Bappeda; .

e. melaksanakan kegiatan pemeliharaan-dan perawatan bangunan gedung
dan peralatan kerja Kantor Bappeda;

f. melaksanakan pengelolaan ruang rapat/pertemuan dan perpustakaan
Bappeda;

g. melaksanakan publikasi kegiatan dan pengaturan acara Bappeda; .
. h.menghimpun, menganalisis dan mengajukan kebutuhan peralatan ke~a

Bappeda;
i. mererima, menatausahakan, menyimpan dan mendistribusikan peralatan

kerja Bappeda;
j. melaksanakan kegiatan pengelolaan kearsipan, data dan informasi

. Bappeda;
k. menyampaikan dokumen penerimaan, penyimpanan, pendistribusian

dan penghapusan barang kepada Subbagian Keuangan untuk dibukukan;
dan

I. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelal<sanaan tugas Subbagian
Ulllum.

Pasal 10

(1) SUbbagian Kepegawaian merupakan Satuan Kerja Sekretariat dalam
pelaksanaan pengelolaan Kepegawaian Bappeda.
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(2) Subbagian Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Badan.

(3) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas :

a. menyusun bahan. rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran
Sekretariat sesuai dengan Iingkup tugasnya;

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran
Sekretariat sesuai dengan Iingkup tugasnya;

c. melaksanakan kegiatan penatausahaan kepegawa.ian;
d.- melaksanakan pengurusan hak, kesejahtera,m, penghargaan, kenaikan

pangkat, cuti dan pensiun pegawai;
e. melaksanakan kegiatan pengembangan karier pegawa\;
f. melaksanakan kegiatan pembinaan, pengendalian dan evaluasi disiplin

pegawai;
g. menghimpun, mengolah, menyajikan dan memelihara data, informasi

dan dokumen kepegawaian; dan
h. melaksanakan perencanaan kebutuhan, penempatan, mutasi, pengembangan

kompetensi pegawai;
i. melaksanakan monitoring, pembioaan, p.eogeodaliao,..peng.embangan

dan pelaporan kinerja dan disiplin pegawai;
j. menyiapkan dan memproses administrasi pe:lgangkatan, pemindahan

dan .p.emberhentian pegawai dalam dan dari jabatan; dan .
k. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian

Kepegawaian.

Pasal11

(1) Subbagian Perencanaan dan Anggaran merupakan Satuan Kerja
Sekretariat dalam pelaksanaan tugas perencanaan dan penganggaran
Bappeda.

(2) Subbagian Perencanaan dan Anggaran dipimpin oleh seorang Kepala
SUbbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

·Sekretaris Badan.

(3) Subbagian Perencanaan dan Anggaran mempunyai tl!gas :

·a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran
Sekretariat sesuai dengan Iingkup tugasnya;

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran
Sekretariat sesuai dengan Iingkup tugasnya;

c. menghimpun dan menyusun rencana strategis, rencana kerja dan
anggaran Bappeda;

d. mengoordinasikan penyusunan rencana kerja dan anggaran dan
·dokumen pelaksanaan anggaran Sekretariat;

e. melaksanakan monitoring. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan
rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggarari Bappeda oleh
unit kerja Bappeda;

f. memberikan bimbingan dan konsultasi teknis perencanaan dan laporan
terhadap unit kerja Bappeda;

g. menghimpun bahan dan menyusun laporan, kinarja, kegiatan dan
akuntabilitas Bappeda;

· h.. mej1goordinasikan penyusunan laporan, kinerja, kegiatan dan akuntabilitas
Sekretariat; dan

i. me!aporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas SUbbagian
. Perencanaan dan Anggaran. .. ,
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Pasal12

(1) Subbagian Keuangan merupakan Satuan Ke~a Sekretariat dalam
pelaksanaan pengelolaan keuangan Beppeda.

(2) Subbagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang
berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Badan.

(3) Subbagian Keuangan mempunyai tugas :

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana ke~a dan anggaran
Sekretariat sesuai dengan lingkup t\Jgasnya; .

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran
Sekretariat sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangal1 Bappeda;
d. menghimpun dan m'enyusun bahan pertanggungjawaban keuangan

Bappeda;
e. menerima, meneliti dan menguji kelengkapan serta memproses Surat

Permintaan Pembayaran (SPF') yang diajukan Bendahara;
. t. melaksanakan proses penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM);
g. menghimpun bahan dan menyusun laporan keuangan Bappeda;
·h. melakukan analisis dan evaluasi nilai dan mantaat aset Bappeda;
i. men<;atat, membukukan dan menyusun akuntansi Bappeda;
j. memberikan bimbingan dan konsultasi teknis penyusunan laporan dan

bahan pertanggungjawaban keuangan terhadap unit kerja Bappeda;
k. mengoordinasikan tugas Bendahara;
I. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Sekretariat; dan
m.melaporkan dan memp.ertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian

KeLiangan.

..
Bagian Kelima

Bidang KesejaRteraan Rakyat

Pasal13

(1) Bidang Kesejahteraan Rakyat merupakan Unit Kerja lini Bappeda dalam
Bidang Kesejahteraan Rakyat.

(2) Bidang Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal14

(1) Bidang Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan
pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan I;lidang

·Kesejahteraan Rakyat.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang
· Kesejahteraan Rakyat menyelenggaral~an fungsi :

a. penyusunan rencana strategis dan rencana ke~a dan anggaran Bidang
Kesejahteraan Rakyat;

b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran
Bidang Kesejahteraan Rakyat;

c. penyusunan bahan kebijakan, pedoman dan standarteknis pengoordinasian
penyusunan perencanaan pembangunanBidang Kesejahteraan Rakyat;



'12

d. pengoordinasian pelaksanaan perencanaan pembangunan di bidang
pendidikan, perpustakaan dan arsip daerah, sosial, kepeinudaan,
keolahragaan, pemberdayaan masyarakat dan perempuan, perlindungan
anak, keluarga berencarla, pengendalian kuantitas penduduk, kesejahteraan

.sosial, mental dan spiritual dan kesehatan,
e. pengoordinasian penyusunan Renstra SKPD, Renja SKPD serta

rencana kerja dan anggaran SKPD di Bidang Kesejahteraan Rakyat;
f. pembinaan teknis substantif penyusunan Renstra SKPD, Renja SKPD

serta dokumen pelaksanaan anggaran SKPD di Bidang Kesejahteraan
Ral<yat;

g. pengoordinasian pengendalian kesesuaian antara indikator kinerja
program dengan tQlok ukur kinerja output danfatau hasH kegiatan pada

. Renja SKPD serta dokumen pelak3anaa.n anggarim SKPD di Bidang
Kesejahteraan Rakyat;

h.pengoordinasian pengendalian danevaluasi pencapaian kinerja Bidang
Kesejahteraan Rakyat serta penentuan peringkat Si<PD;·

i. pengoordinasian perhitungan rencana alokasi anggaran SKPD di Bidang
Kesejahteraan Rakyat;

j. pengoordinasian penyusunan masukan RPJMD, RPjPD dan RKPD
di 6idang Kesejahteraan Rakyat;

k. pengoordinasian penyusunan masukan penyelenggaraan penataan
ruang, penyusunan RTRW Provinsi/Kota/Kabupaten Administrasi, kerja
sallla penataan ruang kawasan Jabodetabekjur, regional dan nasional
di Bidang Kesejahteraan Rakyat;

I.penyimpanan dan pengolahan data proses penyusunan perencaRaan
AP6D Bidang Kesejahteraan Rakyat; dan .

m.pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang
Kesejahteraan Rakyat.

Pasal15

(1) Subbidang Pendidikan, Perpustakaan dan Kearsipan nierupakan Satuan
Kerja Bidang Kesejahteraan Rakyat dalam pe!aksanaan perencanaan
pembangunan pada bidang pendidikan, perpustakaan dan arsip daerah,
mentql dan spiritual.

(2) Subbidang Pendidikan, Perpustakaan dan Kearsipan dipimpin oleh seorang
Kepala Subbidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Bidang Kesejahteraan Rakyat.

(3)· Subbidang Pendidikan, Perpustakaan dan Kearsipan mempunyai tugas :

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran
bidang kesejahteraan rakyat sesuai dengan Iingkup tugasnya;

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran
bid;:mg kesejahteraan sesuai dengan lingkup tugasnya;.

c. menyusun bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis pelaksanaan
perencanaan pembangunan bidang pendidikan, perpustakaan dan arsip
daerah, mental dan spiritual;

d. mengkaji, mengevaluasi serta menyiapkan skala prioritas dan peringkat
rencana program perencanaan pembanglman bidang pendidikan,
perpustakaan dan arsip daerah, ·mental dan spiritual;

e. mengoordinasikan penyusunan Renstra SKPD, Renja SKPD serta
Rentana Kerja dan Anggaran SKPD bidang pendidikan, perpustakaan
dan arsip daerah, mental dan spiritual;
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f. melaksanakan pembinaan teknis substantif penyusunan Renstra SKPD,
Renja SKPD serta Rencana Kerja dan Anggaran SKPObidang
pendidikan, perpustakaan dan arsip daerah, mental dan spiritual;

g. melaksanakan pengendalian kesesuaian antara indikator kinerja
program dengan tolok ukur kinerja output dan atau hasil kegiatan pada
Renja SKPD serta Rencana Kerja dan Anggaran SKPD bidang
pendidikan, perpustakaan dan arsip daerah, mental dan spiritual;

h. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pencapaian kinerja serta
penantuan peringkat SKPD bidang pendidikan, perpustakaan dan arsip
daerah, mental'dan-spiritaal;

i. melaksanakan perhitungan rencana alokasi anggaran' SKPD bidang
pendidikan, perpustakaan dan arsip daerah, montal dan spiritual; ,

j. 'melaksanakan penyusunan masukan RPJPD, RPJMD dan RKPD
bidang pendidikan, perpustakaan dan arsip daerah, mental dan spiritual;

k. menyimpan dan mengolah data proses penyusunan perencanaan APBD
Bidang Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan ,lingkup tugasnya; dan

,I. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbidang
Pendidikah, Perpustakaan dan Kearsipan.

Pasal 16

(1) Subbidang Sosial, Pemuda dan Olah Raga merupakan Satuan Ke~a

Bidang Kesejahteraan Rakyat dalam pelaksanaan perenc~maan pembang!Jnan
pada bidang sosial, keolahragaan, kepemudaan dan kesejahteraan sosial.

!

(2) Subbidang Sosial, Pemuda dan Olah Raga dipimpin oleh seorang Kepala
Subbidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada '
Kepala Bidang Kesejahteraan Rakyat. ' '

(3) Subbidang Sosial, Pemuda dan Olah Raga mempunyai tugas :

a. meny:Jsun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran
bidang' kesejahteraan-rakyat-sesuai dengan Iirigkup tugasnya;

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran
bidang kesejahteraan sesuai dengan lingkup tugasnya;

, c. menyusun bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis pelaksanaan
perencariaan pembangunan bidang sosial, keolah,ragaan, kepemuda'an
dan kesejahteraan sosia!;

d. mengkaji, mengevaluasi serta menyiapkan skala prioritas dan peringkat
rencana program perencanaan pembangunan bidang sosial, keolahragaan,
kepem,udaan dan kesejahteraan sosial;

e. mengoordinasikan penyusunan Renstra SKPD, Ranja SKPD serta
Rencana Kerja dan Anggaran SKPD bidang sosial, keolahragaan,
kepemudaan dan k€>sejahteraan sosial;

f. melaksanakan pembinaan teknis substantif penyLisunan Renstra SKPD,
Renja SKPD 'serta Rencana Kerja dan Anggaran SKPD bidang sosial,
keolahragaan, kepemudaan dan kesejahteraan sosial;

g. melaksanakan pengendalian kesesuaian antara indikator kine~a

, program dengan tolok ukur kinerja output dan atau hasil kegiatan pada
Renja SKPD serta Rencana Karja dan Anggaran (RKA) SKPD bidang
sosial, keolClhragaan, kepemudaan dan kesejahteraan sosial;

h. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pencapaian kinerja serta
penentuan peringkat SKPD bidang sosiai, keolahragaan, kepemudaan
dan kesejahteraan sosial;

, ,i. me,l~ksanakan perhitungan rencana alokasi anggaran SKPD bidang
soslal. keolahragaan, kepemudaan dan kesejahteraan sosial'

j. ~elaksanakan penyusunan masukan RPJPD, RPJMD dan RKPD pada
bldang sosial, keolahragaan, kepemudaandan keseJahteraan sosial;
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k. menyimpan dan mengolah data proses penyusunan perencanaan APBD
Bidang Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan Iir.gkup tU@8snya; dan

I. melaporkan dan mempertanggungjawabl<an pelaksanaan tugas Subbidang
S05ial" Pemuda dan Olah Raga,

Pasal 17

(1) Subbidang Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana dan Kesehatan
, merupakan Satuan Kerja Bidang Kesejahteraan Rakyat dalam pelaksanaan

,perencanaan pembangunan bidang pemberdayaan masYCirakat dan
, pererrjpuan, perlindungan anak, keluarga berencana, pengendalian kuantitas
penduduk dan kesehatan. '

(2) Subbidang Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana dan Kesehatan
dlpimpin oleh seorang Kepala Subbidanfj yang berkedudukan dl bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala' Bidang Kesejahteraan Rakyat. '

(3) SUbbidang Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana dan Kesehatan
mempunyai tugas :

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran
bidang kesejahteraan rakyat sesuai dehgan Iingkup tugasnya;

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelak5ahaan anggaran
bidang kesejahteraan sesuai dengan Iingkup tJgasnya;

c. menyusun bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis 'pelaksanaan
perencanaan pembangunan bidang pemberdayaan masyarakat dan
perempuan, perlindungan anak, keluarga berencana, pengendalian
kuantitas penduduk dan kesehatan;

, d. mengkaji, mengevaluasi serta menyiapkan skala prioritas dan peringkat
, ,rencana program perencanaan pembangunan bidang pemberdayaan

masyarakat dan perempuan, perlindungan anak, keluarga berencana,
pengendalian kuantitas penduduk dan kesehatan;

e. mengoordinasikan penyusunan Renstra SKPD, Renja SKPD serta
Rencana Kerja dan Anggaran SKPD bidang pembei'dayaan masyarakat
dan perempuan, perlindungan anak, keluarga berencana, pengendalian
kuantitas penduduk dan kesehatan;

f. melaksanakan pembinaan teknis substantif penyusunan Renstra SKPD,
Renja SKPD serta Rencana Kerja dan Anggaran' SKPD bidang
pemberdayaan masyarakat dan perempuan, perlindungan anak,
keluarga berencana, pengendalian kuantitas penduduk dan kesehatan;

g. melaksanakan pengendalian kesesuaian 'antara indikator kinerja
, program dengan tolok ukur kinerja output dan atau hasil'kegiatan pada

Renja SKPD serta Rencana Kerja dan Anggc:ran' SKPD bidang
pemberdayaan masyamkat dan 'perempuan, perlindungan anak,
kehJarga berencana, pengendalian kuantitas penduduk dan kesehatan;

h. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pencapaian kinerja serta
penentuan peringkat SKPD bidang pemberdayaan masyarakat dan
perempuan, perlindungan anak, keluarga berencana, pengendalian
kuantitas penduduk dan kesehatan;

I. melaksanakan perhitungan rencana alokasi anggaran SKPD bidang
pemberdayaan masyarakat dan perempuan, perlindungan anak,
keluarga berencana, pengendalian kuantitas penduduk dan kesehatan;

j. ~elak-sanakan penyusunan masukan RPJPD, RPJMD dan-RK-PD pada
bldang pemberdayaan, masyarakat dan perempuan, perlindungan anak,
kelu<:lrga berencana, pengendalian kuantitas pendudUk dan kesehatan'

k. ~enyimpan ~an mengolah data proses penyusunan perencanaan APSD
Bldang KeseJahteraan Rakyat sesuai dengan lingkup tugasnya;
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L mengoordinasikan penyusunan rencanastrategis dan rencana kerja dim
anggaran Bidang Kesejahteraan Rakyat;· .

m.mengoordinasikan penyusunan laporankeu<;lngan, kinerja, kegiatan dan
.akuntabilitas Bidang Kesejahteraan Rakyat; dan .

n. melaporkandan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbidang
Pemberdayaan Masyal'akat, Keluarga Berencana dan Kesehatan.. .

Bagian Keenam

Bidang. Prasarana Sarana Kota. dan Lingkungan Hidup

PasalHI

(1) Bidang Prasarana Sarana Kota dan LilJgkungan Hidup mer.upakan Unit'
Kerja-Iini Bappeda dalam perencanaan pembangunan BidangPrasarana
Sarana Kota dan Lingkungan Hidup. . .

(2) Bidang Prasarana Sarana Kota dan Lingkungan Hidup dipimpin oleh
seorang Kepala. Bidang yang berkedudukan di bawah. dan. bertanggung .

. jawab kepada Kepala.Badan. -

Pasal19

(1) Bidang Prasarana Sarana Kota dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas
melaksanakanpengoordinasian penyusunan perl;lncana<;ln pembangunan
Bidang Prasarana Sarana Kota dan Iirigkungan hidup.

. (2). Untuk. melaksariakan tugas sebagaimana dimaksudpada ,ayat (1). Bidang .
Prasarana Sarana Kota dan Lingkungan Hidup, menyelenggarakan fungsi :

a. periyusunan rencana strategis dan rencana kerjadan anggarari Bidang
.Prasarana Sarana Kota dan Lingkungan Hidup; , ','

b.pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran
Bidang Pr;;lsarana Sarana Kota.dan Lingkungan Hidup; ..'

c, penyusunan bahan kebijakan, pedoman dan standarteknis pengooi'dinasian
penyusunan .perencanaan pembangunan Bidang Prasarana' Sarana
Kota,dan Iingkungan hidup;

d. pengoordinasian pelaksanaan perencanaan pembangunan bidang bina
marga, perumahan, permukiman, gedung Pemerintah Daerah, tata air,
kebersihan, perlindungan dan pengelolaan Iingkungan hidup daerah,
tata ruang, bangunan, pertamanan, pemakamar. dan penge'lolaan
Taman:Margasatwa Ragunan; ,.

e. pengoordinasian ,penyusunan Rencana Strategis SKPD, Renja SKPD
serta Rencana Kerja dan Anggaran' SKPD di Bidang Prasarana Sarana
Kota-dan Lingkungan Hidup;

f. pengooi'dinasian pengendalian kesesuaian aritara, indikator kine~aprogram
. dangan tolok ukur kinerja output dan/atau hasil 'kegiatan pada Renja
SKPD serta Rencana Kerja dan Anggaran SKPD di, Bidang Prasarana' .
Sarana, Kota dan Lingkungan Hidqp; .

g. pembinaan teknis sub~tantif penyusunan Renstra SKPD, Renja SKPD
serta Rencana Kerja dan Anggaran SKPD di Bidang Prasarana Sarana

,kota'dan Iingkungan hidup; .
,h. pengoordinasian pengendalian dan evaluasi pencapaian kinerja Bidang
, Prasara~a ~arana Kota dan Lingkungan Hidup serta penentuan Peringkat

. SKPD dl ~lda~gPras~rana Sarana Kota dan Lingkungan Hidup; ,
, I. ,pengoqrdlnaslan perhltungan rencana alokasi anggaran SKPDdi Bit;lang

Pn~saran;;l Sarana Kota dan Lingkungan Hidup;
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j. pengoordinasian penyusunan masukan RPJPD, RPJMD dan RKPD
di Bidang Prasarana Sarana Kota'dan Lingkungan Kidup;

k. pengoordinasian penyusunan maSukan penyetenggaraan Prasarana
Sarana ruang ProvinsilKota/Kabupaten Administrasi, penyusunan RTRW
Provinsi/Kota/Kabupaten Administrasi, kerja sama Prasarana Sara,na
ruang 'kawasan Jabodetabekjur, regipnal dan nasional di Bidang
Prasarana Serana Kota dan Lingkungan Hidup;

I. 'menyimpan dan mengolah data proses penyusunanperencanaan APBD
Bidang Prasarana Sarana Kota dan Lingkungan Hidup;

m.pengoordinasian penyusunan dan mengevaluasi RTRW; dan
n. Pelaporan dan pertanggungjawaben pelaksanaan tugas dan fungsi

Bidang Prasarana Sarana Kota dan Lingkungan Hidup.

Pasal20

(1) Subbidang Penataan Ruang, Pertamanan dan Pem;:lkaman merupakan
Satuan Kerja Bidang Prasarana Sarana Kota dan Lingkungan Hidup dalam
pelaksanaan perencanaan pembangunan bidang tata ruang, bangunan,
pertamanan, pemakaman dan dan pengelolaan Taman Margasatwa
Ragunan. '

(2.)-Subbidallg Penataan Ruang, Pertamanan dan Pemakaman dipimpin oleh
seorang Kepala Subbidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Bidang Prasarana Sarana Kota dan Lingkungan
Hidup. '

(3) Subbiqang Penataan Ruang, Pertamanan dan Pemakaman mernpunyai
tugas:

'a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana, kerja' dan anggaran
Bidang Prasarana Sarana Kota dan Lingkunge,n Hidup sesuai dengan
lingkup tugasnya;

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran
Bidang Prasarana Sarana Kota dan Lingkungan Hidup sesuai dengan
Iingkup tugasnya; ,

c~ menyusun bahan kebijakan, pedoman dan standar'teknis pelaksanaan
perencanaan pembangunan bidang tata ruang. bangunan, pertamanan,
pemakaman dan dan pengelolaan Taman Margasatwa Ragunan;

d. 'mengkaji, mengevaluasi sertamenyiapkan skala prioritas dan peringkat
rencana 'program perencanaan pembangunan bidang tata ruang,
bangunan, pertamanan, pemakaman dan dan pengelolaan Taman
Margasatwa Ragunan;

e. mengoordinasikan penyusunan Renstra SKPD, Renja SKPD serta
,rencana kerja dan anggaran SKPD bidang tata ruang, bangunan,
pertamanan, pemakaman dan dan pengelolaan Taman Margasatwa
Ragunan;

f. melaksanakan pembinaan teknis suhstantif penyusunan Renstra SKPD,
Renja SKPD serta rencana kerja dan anggaran SKPD bidang tata ruang,
bangunan, pertamanan, pemakaman dan dan pengelolaan Taman
Margasatw3 Ragunan;

g. melaksanakan pengendalian kesesuaian antara indikator kinerja
program dengan tolok ukur kinerja output dan atau hasil kegiatan pada
Renja SKPD serta rencana kerja dan anggaran SKPD bidang tata ruang,

,bangunan, pertamanan, pemakaman dan dan pengelolaan Taman
Margasatwa Ragunan;

'h.melaksanakan. pengendalian dan eval\lasi pencClpaian kinerja serta
penentuan penngkat SKPD bidang tata ruang, bangunan, pertamanan,
pemakaman dan dan pengelolaan Taman Margasatwa Ragunan;
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i. melaksanakan perhitungan rencana alokasi anggaran SKPD bidang tata
ruang, bangunan, pertamanan, pemakaman dan dan pengelolaan
Taman Margasatwa Ragunan;

j. melaksanakan penyusunan masukan RPJPD, RPJMD dan RKPD
, 'bidang tata ruang,bangunan, pertamanan, pemakaman dan dan

pengelolaan Taman Margasatwa Ragunan; ,
k. mengoordinasikan, menyusun dan rnengevaluasi RTRW;
I. mengoordinasikan, menyusun dan mengevaluasi rencana tata ruang

kawasan strategis;
'm.mengoordinasikan laporan monitoring dan' evaluasi penyelenggaraan

prasarana sarana ruang Provinsi;
,n. mengoordinasikan ~erja sama prasarana sarana ruang kawasan

Jabodetabekjur, regional dan nasional;
o. mengoordinasikan operasionalisasi kelembagaan prasarana sarana

ruang;
p. mengoordinasikan penyusunan rencana strategis dan rencanakerja dan

anggaran Bidang Prasarana Sarana Kota dan Lingkungan Hidup;
q. mengoordiriasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja, kegiatan dan

akuntabilitas Bidang Prasarana Sarana Kota dan Lingkungan Hidup;
r. menyimpan dan mengolah data proses penyusunan perencanaan APBD

Bid,ang Prasarana Sarana Kota dan Lingkungan Hidup sesuai dengan
Iingkup tugasnya;

s. mengoordinasikan penyusunan rencana kerja dan anggaran, serta
dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Prasarana Sarana Kota dan
Lingkungan Hidup;

t. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kine~a, kegiatan dan
akuntabilitas Bidang Prasarana SaranaKota dan Lingkungan Hidup; dan

u. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbidang
Penataan Ruang, Pertamanan dan Pemakaman;

Pasal21

(1) Subbidang Tata Air, Kebersihan dan Lingkungan Hidup merupakan Satuan
Ke~a Bidang Prasararia Sarana Kota dan Lingkungan Hidup dalam
pelaksanaan perencanaan pembangunan bidang tata air, kebersihan,
per'lindungan dan pengelolaan Iingkungan hidup daerah.

(2) Subbidang Tata Air, Kebersihan dan LingkLingan Hidup dipimpin ,oleh
seorang Kepala Subbidang yang berkedudui<an di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Bidang Prasarana Sarana Kota dan Lingkungan
Hidup.

(3)' Subbidang Tala Air, Kebersihan dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas :

a. menyu'sun bahan rencana strategis dan rencana ke~a dan anggaran
Bidang Prasarana Sarana Kota dan Lingkungan Hidup sesuai dengan
Iingkup tugasnya;

b. melaksanakan rencana stralegis dan dokumen pelaksanaan anggaran
Bidang Prasarana Sarar,a Kota dan Lingkungan Hidup sesuai dengan
'lingkup tugasnya;

c. mellYusun bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis pelaksanaan
perencanaan pembangunan bidang tata air, kebersihan, perlindungan
dan pengelolaan Iingkungan hidup daerah;

d. mengkaji, mengevaluasi serta menyiapkan skala prioritas dan peringkat
'rencana program perencanaan, pembangunan bidang tata air,
kebersihan, perlindungan dan pengelolaanl:ngkungan hidup daerah;
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e. mengoordinasikan penyusunan Renstra SKPD, Renja SKPD serta
rencana kerja dan anggaran SKPD bidang tata air, kebersihan,
perlindungan dan pengelolaan Iingkungan hidup daerah;

1. melaksanakan pembinaan teknis substantif penyusunan Renstra SKPD,
Renja SKPD serta.r.encana kerja dan anggaran SKPD bidang tata air,
kebersihan, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup daerah;

g. melaksanakan pengendalian kesesuaian antara indikator kinerja
program dengan tolok ukur kinerja output dan <ltau hasil kegiatan pada
Renja SKPD serta rencana kerja dan anggaran bidang tata air,
kebersihan, perliJ1dungan dan pengelolaan Iingkungan hidup daerah;

h. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pencapaian kinerja serta
penentuan peringkat SKPD bidang tata air, _kebersihan, perlindungan
dan pengelolaan Iingkungan hidup daerah;

i. melaksanakan perhitungan rencana alokasi anggaran SKPD bidang tata
air, kebersihan, perlindunga-n dan pengelolaan Hngkungan hidup daerah;

j. melaksanakan penyusunan masukan RPJPD, RPJMD dan RKPD
bidang tata air, kebersihan, perlindungan dan pengelolaan Iingkungan
hidup daerah

k. menyimpan dan mengolah data proses penyusLinan perencanaan APBD
Bidang Prasarana Sarana Kota dan Lingkungan Hidup sesuai dengan
IinQkup tugasnya; dan

I. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas
Subbidang Tata Air, Kebersihan dan Lingkungan Hidup.

Pasal22

(1) Subbidang Bina Marga, Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah
mellJpakan Satuan Kerja Bidang Prasar.ana Sarana Kota dan Lingkungan
Hidup dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan bidang bina marga,
peruma~an, permukiman, gedung pemerintah daerah. -

(2) Subbidang Bina Marga, Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah
- dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berkedudukan di bawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Prasana Sarana Kota dan
Lingkungan Hidup.

(3) Subbidang Bina Marga, Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah
mempunyai tugas :

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran
Bidang Prasarana Sarana Kota dan Lingkungan Hidup sesuai dengan
-Iingkup tugasnya;

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran
- Bidang Prasarana Sarana Kota dan Lingkungan Hidup sesuai dengan

Iingkup tugasnya;
c. menyusun bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis pelaksanaan

perencanaan pembangunan bidang bina mF.lrga, perumahan,
permukiman, gedung pemerintah daerah;

d. mengkaji, mengevaluasiserta menyiapkan skala prioritas dan peringkat
ren9ana program perencanaan pambangunan- bidang bina marga,
perumahan, permukiman, gedung pemerintah daerah;

e. mengoordinasikan penyusunan Renstra SKPD, Renja SKPD serta
rencana kerja dan anggaran SKPD bidang bina marga, perumahan,
permukiman, gedung pemerintah daerah;

1. melaksanakan pembinaan teknis substantif penyusunan Renstra SKPD,
Renja SKPD serta· rencana kerja dan anggaran SKPD bidang_ bina
marga, perumahan, permukiman, gedung pemerintah daerah;

-,
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g. melaksanakan pengendalian kesesuaian antara indikator kinerja
program dengan tolok ukur kinerja output dan atauhasil kegiatan pada
Renja SKPD serta rencana kerja dan anggaran SKPD bidang bina
marga, perumahan, permukiman, gedung pemerintah daerah;'

h. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pencapaian kinerja serta
penentuan' peringkat SKPD bidang bina marga, perumahan,
permukiman, gedung pemerintah daerah;

i. melaksanakan perhitungan rencana alokasi anggaran SKPD bidang
bina marga, perumahall, permukiman. gedung pemsrintah ,daerah;

j. melaksanakan penyusunan masukan RPJPD, RPJMD dan, RKPD
bidang bina marga. perumahan,' permukiman. ,gedung pemerintah
daerah;

k. l'(1enyimpan dan mengolah data proses penyusunan perencanaan APBD
Bidang Prasarana Sarana Kota dan Lingkungan Hidup sesuai dengan
IinQkuptugasnya;dan

I. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas
Subbidang Bina Marga. Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah.

Bagian Ketujuh

Bidang Perekonomian

Pasal23

(1) Bidang Perekonomian merupakan Unit Kerja Iini Bappeda dalam
perencanaan pembangunan Bidang Perekonomian.

(2) Bidang Perekonomian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal24

(1) Bidang Perekonomian mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian
penYL!sunan perencanaan pembangunan bidang perekonomian.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang
Perekonomian rnenyelenggarakan fungsi :

a. penyusunanTencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang
Perekonomiall;

b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran
Bidang Perekonomian;

c. penyusunan bahan kebijakan, pedoman dan standarteknis pengoordinasian
penyusunan perencanaan pembangunan bidang perekonomian;

d. pengoordinasian pelaksanaan perencanaan pembangunan bidang
,perhubungan dan transportasi, industri, energi. koperasi, usaha mikro,
usaha kecil. usaha menengah" perdagangan, kelautan, perikanan,
pertanian, peternakan, kehutanan dan ketahanan pangan, pengembangan
badan usaha milik daerah, penanaman modal. promosi. ketenagake~aan,
ketransmigrasian, kepariwisataan, kebudayaan dan pengelolaan Kawasan
Monumen Nasional;

, e. pengoordinasi~m penyusunan Renstra SKPD, Renja SKPD serta
rencana kerja dananggaran SKPD di Bidang Perekonomian;

f. pembinaan teknis substantif penyusunan Renstra SKPD, Renja SKPD
,,serta rencana kerja dan anggaran SKPD di Biclang Perekonomian;'

•
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g. pengoordinasian pengendalian kesesuaian antara indikator kine~a program
dengan tolok ukur kine~a output danlatau hasil kegiatanpada Renja SKPD
serta rencana kerja dan anggaran SKPD di Bidang Perekonomian;

h. pengoordinas!an pengendalian dan evaluasi pencapaian kine~a Bidang
Perekonomian serta penentuan peringkat SKPD di bidang perekonomian;

i. pengoordinasian perhitungan rencana alokasianggaran SKPD di Bidang
Perekonomian;

j. pengoordinasian penyusunan masukan RPJPD, RPJMD dan RKPD
di Bidang Perekonomian; .

k. pengoordinasian penyusunan masukan penyelenggaraan penataan
ruang, penyusunan RTRW Provinsi/Kota/Kabupaten Administrasi, ke~a
sarj1a penataan ruang kawasan Jabodetabekjur, regional dan nasional
di Bidang Perekonomian;

.1. penyimpanan dan pengolahan data proses penyu~unan perencanaan
API3D Bidang Perekonomian; dan .

m.pelaporan dan pertanggungjawaban .pelaksanaan tugas dan fungsi
Bidang Perekonomian.

Pasal25

(1) Subbidang Perhubungan dan Transportasi. merupakan Satuan Kerja
Bidang Perekonomian dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan
bidang perhubungan dan transportasi.·

(2) Subbidang Perhubungan dan Transportasi dipimpin olsh seorang Kepala
Subbidang yang berkedudukan di bawah dari beitanggung jawab kepada
Kepala Bidang Perekonomian.

(3) Subbidang F'erhubungan dan Transportasi mempunyai tugas :

.a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran
Bidang ·Perekonomian sesuai dengan-lingkup tugasnya;

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pe.laksanaan anggaran
Bidang Perekonomian sesuai dengan Iingkup tugasnya;

c. menyusun bahan kebijakan, pedoman dan standar te.knis pelaksanaan
perencanaan pembangunan bidang perhubungan dan transportasi;

d. mengkaji, mengevaluasi serta m~nyiC!pkan skala prioritas dan peringkat
rencana program perencanaan pembangunan bidang perhubungan dan
transportasi;

e. mengoordinasikan penyusunan Renstra SKPD,· Renja SKPD serta
ren~na ke~a dan anggaran SKPD bidang perhubungan dan transportasi;

f. mel<;tksanakan pembinaan teknis substantif penyusunan Renstra SKPD,
Renja SKPD serta rencaria kerja dan anggaran SKPD bidang
perhubungan dan transportasi; .

g. melaksanakan pengendalian kesesuaian antara indikator kinerja RKPD
dengan tolok ukur kinerja output dan/atau hasil kegiatan pada Renja
SKpD serta rencana kerja dan anggaran SKPD bidang perhubungan
dan transportasi;

h. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pencapaian kinerja· serta
penentuan peringkat SKPD bidang perhubungan dan transportasi;

i. melaksanakan perhitungan rencana alokasi anggaran SKPD bidang
perhubungan dan transportasi;

j. melaksanakan penyusunan masukan RPJPD, RPJMD dan RKPD
bidang perhubungandan transportasi; .

k. menyimpan dan mengolah data proses penyusunan perencanaan APBD
Bidang Perekonomian sesuaidengsn Iingkup tugasnya; dan

I. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbidang
Perhubungan dan Transportasi. .
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Pasal26

(1) Subbidang Perdagangan, Koperasi, Industri,· Energi, Kelautan dan
Ketahanan Pangan merupakan Satuan Kerja Bidang Perekonomian dalam
pelaksanaan pereneanaan pembangunan bidang koperasi, usaha mikro,

.usah~ Kecil, usaha menengah, perdagangan, industri, energi, kelautan,
perikqnan, pertanian, peternakan, kehutanan dan ketahanan pangan.

(2) Subbidang Perdagangan, Koperasi, Industri, Energi; Kelautan dan
Ketahanan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang
Perekonomian.

(3) Subbidang . Perdagangan, Koperasi, Industri,Energi, Kelautan dan
Ketahanan Pangan mempunyai tugas :

a. menyusun bahan reneana strategis dan rencana kerja dan anggaran
Bidang Perekonomian sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. melaksanakan reneana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran
Bidang Perekonomian sesuai dengan lingkup tugasnya; .

e. menyusun bahan kebijakan, pedomandan standar teknis pelaksanaan
pereneanaan pembangunan bidang koperasi, usaha rnikro, usaha keeil,
usaha menengah, perdagangan, industri, energi, kelautan, perikanan,
pertanian, peternakan, kehutanan dan ketahanan pangan;

d. inengkaji, mengevaiuasi serta menyiapkan skala prloritas dan peringkat
reneana program pereneanaan pembangunan bidang koperasi, usaha
mikro, usaha kecil, usaha menengah,· perdagangan, industri, energi,
kelautan, perikanan, pertanian, peternakan, kehutanan dan ketahanan
pangan;

e. mengoordinasikan penyusunan Renstra SKPD, Renja SKPD serla
reneana kerja dan anggaran SKPD bidang koperasi, usaha mikro, usaha

.keeil, .usaha menengah, perdagangan, industri, energi, kelautan,
perikanan, pertanian, peternakan, kehLitanan dan ketahanan pangan;

f. melaksanakan pembinaan teknis substantif penyusunan Renstra SKPD,
Renja SKPD serta reneana kerja dan anggaran SKPD bidang koperasi,
usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, perdagangan, industri,
energi, kelautan, perikanan, pertanian, petemakan, kehutanan dan
ketahanan pangan;

g. melaksanakan pengendalian kesesuaian antara indikator kinerja
program dengan tolok ukur kinerja output danlatau hasil kegiatan pada
Renja SKPD serta rencana ke/-ja dan anggaran SKPD bidang koperasi,
usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, perdagangan, industri,
energi, kelautan, perikanan, pertanian, petemakan, kehutanan dan
ketahanan pangan;

.h.. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pencapaian kinerja serta
penentuan peringkat SKPD bidang koperasi, usaha mikro, usaha keeil,
usaha menengah, perdagangan, industri, energi, kelautan, perikanan,
pertanian, peternakan, kehutanan dan ketahanan pangan;

i. melaksanakan perhitungan reneana alokasi anggaran SKPD bidang
koperasi, usaha mikro, usaha kecil, usahs. menengah, perdagangan,
industri, enargi, keiautan, perikanan, pertanian, peternakan, kehutanan
dan ketahanan pangan;

j. melaksanakan penyusunan masukan RPJPD, RPJMD dan RKPD bidang
koperasi, usaha mikro, usaha keeil, usaha menengah, perdagangan,
ind\.lstri, energi, kelautan, perikanan, pertanian, peternakan, kehutanan
dan ketahanan pangan;

k. m.enyimpan dan mengolah data proses penyusunan pereneanaan APBD
. Bldang Perekonomian sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
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I. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbidang
Perdagangan, Koperasi, Industri, Ene,gi, Kelautan dan Ketahanan Pangan.

Pasal27

(1) Subbidang Pengembangan Usaha, Ketenagakerjaan, Pariwisata dan
Kebuqayaan merupakan Salllan Ke~a Bidang Perekonomian dalam pelaksanaan
perencanaan pembangunan pengembangan hidang pengembangan
badan usaha milik daerah, penanaman modal, promosi, ketenagake~aan,

ketransmigrasian, kepariwisataan dan kebudayaan dan pengelolaan
Kawasan'Monumen Nasional.

(2) Subbidang Pengembangan Usaha, Ketenagakerjaan, Pariwisata dan
Kebudayaan dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berkedudukan
'dl bawah dan berlanggung jawab kepada Kepala Bidang Pen3k.onomian.

(3) Subbidang Pengembangan Usaha, Ketenagakerjaan, Pariwisata dan
Kebudayaan mempunyai tugas :

,a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana ke~a dan anggaran
Bidang Perekonomian sesuai dengan Iingkup tugasnya;

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran
Bidang Perekonomian sesuai dengan Iingkup tugasnya;

c. menyusun bahan kebijakan, pedoman dan stand,ar teknis pelaksanaan
perencanaan pembangunan bidang pengembangan badan usaha milik
daerah, penanaman modal, promosi, ketenagake~aan, ketransmigrasian,
kepariwisataan dan kebudayaan dan pengelole,an Kawasan Monumen
Nasional;

d. mengkaji, mengevaluasi serla menyiapkan skala prioritas dan peringkat
rencana program perencanaan pembangunan bidang pengembangan
badan usaha milikdaerah, penanaman modal, proinosi, ketenagake~aan,
ketransmigrasian, kepariwisataan dan kebudayaan dan pengelolaan
Kawasan Monumen Nasional; ,

e. mengocrdinasikan penyusunan Renstra SKPD, Renja SKPD serla
rencana kerja dan anggaran SKPD bidang pengembangan badan usaha
mili~ d~erah, penanaman modal, promosi, ketenagake~aan, ketransmigrasian,
kepanwisataan dan kebudayaan dan pengelolaan Kawasan Monumen
Nasional;

f. mengoordinasikan pembinaan teknis substantif penyusunan Renstra
SKPD, Renja SKPD serla rencana kerja dan anggaran SKPD bidang
,pengembangan badan usaha milik daerah, penanaman modal, promosi,
ketj3nagakerjaan, ketransmigrasian, kepariwisataan dan kebudayaan
dan pengelolaan Kawasan Monumen Nasional;

g. mengoordinasikan pengendalian kesesuaian antara indikator kinerja
program dengan tolok ukur kinerja output dan/atau hasil kegiatan pada
Renja SKPD serla rencana ke~a dan anggaran SKPD bidang pengembangan
badan usaha milik daerah, penanaman modal, promosi,keteriagake~aan,

ketransmigrasian, kepariwisataan dan kebudayaan dan pengelolaan
Kawasan Monumen Nasional;

h. melaksanakan Pengendalian dan evaluasi pencapaian kinerja serla
penentuan peringkat SKPD bidang pengembangan badan usaha milik
daerah, penanaman modal, promosi, ketenagake~aan, ketransmigrasian,
kepariwisataar. dan kebudayaan dan pengelolaan Kawasan Monumen
Nasional;

i. 'melaksanakan perhitungan, rencana alokasi' anggaran, SKPD bidang
pengembangan badan usaha milik daerah, penanaman modal, promosi,
ketj3nagakerjaan, ketransmigrasian, kepariwisataan dan kebudayaan
dan pengelolaan Kawasan Monumen Nasional;

j. '~elaksanakan penyusunan masukan RPJPD, RPJMD dan RKPD
bldang I?engembangan badan usaha milik daerah, penanaman modal,
promosl, ketenagakerjaan, ketransmigrasian, kepariwisataan dan
kebudayaan dan pengelolaan Kawasan Monumen Nasional;
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k. menyimpan dan mengolah data proses penyusunan perencanaan APBD
Bidang Perekonomian sesuai dengan Iingkuptugasnya; dan

I. mengoordinasikan penyusunan rencana kerja dan anggaran, serta
dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Perekonomian;

m.mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja, kegiatan dan
akuntabilitas Bidang Perekonomian; dan

n. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelak$anaan tugas
Subbidang Pengembangan Usaha, Ketenagi:lkerjaan, Pariwisata dan
Kebudayaan.

Bagian Kedelapan

Bidang Pemerintahan

Pasal28

(1) Bidang Pemei-intahan merupakail Unit Kerja Iini Bappeda dalam
pelaksanaan perencanaan pembangunan di Bidang Pemerintahi:m.

(2) Bidang Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada KepElla Badan.

Pasal29

(1) Bidang Pemerintahan mempunyai tugas melClksanakan pengoordinasian
. penyusunan perencanaan pembangunan Bidang Pemerintahan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pada ayat (1), Bidang
Pemerintahan menyelenggarakan fungsi :

. a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran; Bidang
Pemerintahan;

b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksahaan anggaran
Bidang Pemerintahan;

c. penyusunan bahan kebijakan, pedoma,n dan standarteknis pengoordinasian
penyusunan perencanaan pembangunan Bidang Pemerintahan;

d. pengoordinasian pelaksanaan perencanaan pembangunan di bidang
pengawasan internal, perencanaan pembangunan, hukum, organisasi
dan reformasi birokrasi, keprotokolan dan kerja£ama luar negeri,
kel:jekretariatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, administrasi
kependudukan dan pencatatan sipil, penanggulangan kebakaran dan
penyelama~an, komunikasi informatika dan- kehumasan, pengelolaan

. kepegawaian, kesatuail bangsa dan politik, pendidikan dan pelatihan
pegawai, penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu, I'lenyelenggaraan
ketl'nteraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan
Peratwan Gubernur, penanggulangan bencana daerah, kesekretariatan

. dewan pengulus Korpri, pemerintahan wilayah;
e. pengoordinasian penyusunan Renstra SKPD, Renja SKPD serta

rencana kerja dan anggaran SKPD di bidang pemerintahan;
. f..p.embinaan teknis substantif penyusunan Renstra SKPD, Renja SKPD

serta rencana kerja dan anggaran SKPD di bidang.pemerintahan;
g. pengoordinasian pengendalian kesesuaiim antara indikator kinerja

program dengan tolok ukur kinerja output dan/atau hasil kegiatan pada
Renja SKPD serta rencana. kerja dan anggaran SKPD di bidang
pemerintahan; .

h. pengo?rdinasian pengendalian dan evaluasi pencapaian kinerja bidang
pemenntahan serta penentuan perinykat SKPD di biLlang pemerintahan;
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i. pengoordinasian perhitungan rencana alokasi anggaran SKPD di bidang
pemerintahan;

j. pengoordinasian penyusunan masukan RPJPD, RPJMD dan RKPD di
bid~ng pemerintahan; .

k. pengoordinasian penyusunan masuki;ln penyelenggaraan· penataan
ruang, penyusunan RTRW Provinsi/KotaiKabupaten Administrasi, kerja
sal]1a penataan ruang kawasan Jabodetabekjur, regional dan nasional
di bidang pemerintahan;

I: penyimpanan dan pengolahan data proses penyusunan perencanaan
APJ3D Bidang Pemerintahan; dan

m.pelaporan dan ·pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi
Bidang Pemerintahan.

Pasal30

(1) SUbbidangDukcapil, Kesbangpol, Tibum, Penanggulangan Bencana,
PTSP dan Kominfomas merupakan SatuanKerja Bidang Pemerintahan
dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan di bidang administrasi
kepelidudukan dan pencatatan sipil, penanggulangan kebakaran dan
penyelamatan,kesatuan bangsadan palitik, penyelenggaraan ketenteraman
dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerahdan Peraturan
Gubemur, penanggulangan bencana daerah, penyelenggaraan pelayanan
terpadu dan komunikasi, informatika dan kehumasan.

(2) Subbidang Dukcapil, Kesbangpol, Tibum, Penanggulangan Bencana,
PTSP dan Kominfomas dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang
Pemerintahan.

(3) Subbidang Dukcapil, Kesbangpol,· Tibum, Penanggulangan Bencana,
PTSP dan Kominfomas mempunyai tugas:

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran
Bidang Pemerintahan sesuai dengan Iingkup tugasnya;

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran
Bidang Pemerintahan sesuai dengan Iingkup·tugasnya;

c. menyusun bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis perencanaan
pembar:Jgunan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil,
penangg.uJangan kebakaran dan penyelamatan,· kesatuanbangsa.dan
politik, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan
Peraturan Daerah dan Peraturan Gubemur, penanggulangan bencana
daerah, penyelenggaraan pelayanan terpadu dan komunikasi; informatika
dan kehumasan;

d. mengkaji, mengevaluasi serta menyiapkan skala prioritas dan peringkat
rencana program perencanaan pembangunan bidang administrasi
kependudukan dan pencatatan sipil, penanggulangan kebakaran dan
penyelamatan, kesatuan bangsa dan politik, penyelenggaraan ketenteraman
dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan

.Gubemur, penanggulangan bencana daerah, penyelenggaraan pelayanan
·terpadu dan komunikasi, informatika dan kehumasan;

e. mengoordinasikan penyusunan Renstra SKPD, Renja SKPD serta
Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD bidang administrasi
kependudukan dan pencatatan sipii, penanggulangan kebakaran dan
penyelamatan, kesatuan bangsa dan politik, penyelenggaraan ketenteraman
dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan
Gubemur, penanggulangan bencanadaerah, penyelenggaraan pelayanan
terpadu dan komunikasi, informatika dan kehumasan;

f. melaksanakan pembinaan teknis substantif penyusunan Renstra SKPD,
Renja SKPD serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD bidang
administrasi kependudukan dan pencatatan sipii, penanggulangan

.ketlakaran dan penyelamatan, kesatuan bangsa dan politik, penyelenggaraan
ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan
Peraturan Gubernur,. penanggulangan bencana daerah, penyelenggaraan
pelayanan terpadu dan komunikasi,.informatika dan kehumasan;
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,

.g.melaksanakan pengendalian· kesesuaian antara indikator kinerja
program dengan tolok ukur kinerja output dan/atau hasil kegiatan pada
Renja SKPD serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD bidang
administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, penanggu!angan
kebakaran dan penyelamatan, kesatuan bangsa dan politik, penyelenggaraan
ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan
Peraturan Gubemur, penanggulangan bencana daerah, penyelenggaraan
pelayanan terpadu dan komunikasi, infonmitika dan kehumasan;

h. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pencapaian kinerja serta
penentuan peringkat SKPD bidang administrasi kependudukan dan
pencatatan sipil, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan,
kesatuan bangsa dan politik, penyelenggaraan ketenteraman dan
ketertiban umum, penegakan Peratu@n Daerah dan Peraturan (3ubemur,
penanggulangan bencana daerah, pEmyelenggaraan pelayanan terpadu
dan komunikasi, informatika dan kehumasan; .

i. mempersiapkan perhitungan rencana alokasi anggaran SKPD bidang
administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, penanggulangan
keqakaran dan penyelamatan, kesatuan bangsa dan pct:tik, penyelenggaraan
ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan
Peraturan Gubernur, penanggu)angan bencana daerah, penyelenggaraan
peiayanan terpadu dankomunikasi, informatika dan kehurnasan;

.j.melaksanakan penyusunan masukan RPJPD, RPJMD dan RKPD bidang
adrhinistrasi kependudukan dan pencatatan sipil, penanggulangCln kebakaran
dan penyelamatan, kesatuan bangsa dan politik, penyelenggaraan
ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan
Peraturan Guhemur, penanggulangan bencana daerah, penyelenggaraan
pelayanan terpadu dan komunikasi,informatika dan kehumasan;

k. menyimpan dan mengolah data proses penyusunan perencanaan APBD
Bi~ang Pemerintahan sesuai dengan lingkup tugasnya;

I. mengoordinasikan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan
anggaran, serta dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Pemerintahan

. m.mengoordinasikan penyusunan laporari keuangan, kinerja, kegiatan dan
akuntabilitas Bidang Pemerintahan; dan

n. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbidang
Dukcapil, Kesbangpol, Tibum, Penanggulangan Bencana, PTSP dan .
Kominfomas.

Pasal31

(1) Subbidang Perencanaan Pembangunan, Kelembagaan, Kepegawaian dan
Pengqwasan Internal merupakan Satuan Kerja B!dang Pemerintahan dalam
pelaksanaan perencanaan pembangunan pada bidang pengawasan internal,
perencanaan pembangunan, hukum, organisasi, refonnasi birokrasi, keprotokolan,

.kerja S<;lma luar negeri, kesekretariatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
pengelolqan kepegawaian, pendidikan dan pelatihalJ pegawai, kesekretariatan
dewan pengurus Korpri.

(2) Subbidang Perencanaan Pembangunan, Kelembagaan; Kepegawaian dan
Pengawasan Internal dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang
berkedudukan di bawail dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang
Pemerintahan.

(3) SUbbidang Perencanaan Pembangunan, Kelembagaan, Kepegawaian dan
. Pengawasan Internal mempunyai tugas :

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana .kerja dan anggaran
Bidarig Pemerintahan sesuai dengan Iingkup tugasnya;

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran
Bidang Pemerintahan sesuai dengan Iingkup tugasnya;

c. ·menyusun bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis perencanaan
pembangunan bidang pengawasan internal, perencanaan pembangunan,
hukum, organisasi, reformasi birokrasi, keprotokolan, kerja sarna luar negeri,
kesekretariatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pengelolaan kepegawaian,
.pendidikan dan pelatihan pegawai, kesekretariatan .dewan pengurus Korpri;'
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d. mengkaji, mengevaluasi serta menyiapkan skala prioritas dan peringkat
rencana program perencanaan penibangunan bidang pengawasan

'internal, perencanaan pembangunan, hukum, organisasi, reformasi
birokrasi, keprotokolan, kerja sama luar negeri, kesekretariatan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, pengelolaan kepegawaian, pendidikan dan
pelatihan pegawai, kesekretariatan dewan pengurus Korpri;

e. mengoordinasikan penyusunan Benstra SKPD, Renja SKPD serta
Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD bidang pengawasan internal,
perencanaan pembangunan, hukum, organisasi, reformasi birokrasi,
keprotokolan, kerjasama luar negeri, kesekretariatan Dewan Perwakilan
RakyatDaerah, pengelolaan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan
pegawai, kesekretariatan dewan pengurus Korpri;

f. melaksanakan pembinaan teknis substantifpenyusunan Renstra SKPD,
,Renja SKPD serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD bidang
pen9awasan internal, perencanaan pembangunan, hukum, organisasi,
reformasi birokrasi, keprotokolan, ke~a s;ama luar negeri, kesekretariatan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pengelolaan kepegawaian, pendidikan
dan pelatihan pegawai,kesekretariatan dewan pengurus Korpri;

g. melaksanakan pengendalian kesesuaian antara indikato'r kinerja
program dengan tolok ukur kinerja 'output dan/atau hasil kegiatan pada
Ranja SKPD serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD bidang
pengawasan internal, perencanaan pembangunan, hukum, organisasi,
reformasi birokrasi, keprotokolan, ke~a sama luar negeri, kesekretariatan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pengelolaG'n kepegawaian, pendidikan
dan pelatihan pegawai, kesekretariatan dewan pengurus Karpri;

h. m,elaksanakan pengendalian danevalua~i pencapaian kinerja serta
penentuan peringkat SKPD bidang pengawasan internal, perencanaan
pembangunan, hukum, organisasi, reformasi birokrasi, keprotokolan,
ke~a sama luar negeri, kesekretariatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
perrgelolaan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan pegawai, kesekretariatan
dewan pengurus Korpri; ,

i. mempersiapkan perhitungan rencana alokasi anggaran SKPD di bidang
perigawasan internal, perencanaan pembangunan, hukum, organisasi,
'reformasi birokrasi, keprotokolan, ke~a sama luar negeri, kesekretariatan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pengelolaan kepegawaian, pendidikan
dan pelatihan pegawai, kesekretariatan dewan pengurus Korpri;

j. melaksanakan penyusunan masukan RPJPD, RPJMD dan RKPD bidarig
pengawasan internal, perencanaan pembangunan, hukum, organisasi,
reforml;isi birokrasi, keprotokolan, kerja sama luar negeri, kesekretariatan
Dewan Perwakilan Rakyat baerah, pengelolaan kepegawaian, pendidikan dan
pelatihan pegawai, kesekretariatan dewan pengurus Korpri;

k. menyimpim dan mengolah data proses penyusunan'perencanaan APBD
Bid,ang Pemerintahan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

I. meiaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbidang
Perencanaan Pembangunan, Kelembagaan, Kepegawaian dim Pengawasan
Il')ternal.

Pasal32

(1) Subbidang Tata Pemerintahan dan Kewilayahan merupakan Satuan Kerja
Bidang Pemerintahan dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan

, pada bidang otonomi daerah, p,emerintahan um~m tingkat Kota Administrasi,
Kabupaten Administrasi, Kecamatan dan Kelurahan.

(2) Subbidang Tata Pemerintahan dan Kewilayahan dipimpin oleh seorang
Kepala Subbidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepacla-Kepala Bidang Pemerintahan. '
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(3) Subbidang Tata Pemerintahan dan Kewilayahan mempunyai tugas :

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran
Bidang Pemerintahan sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran
Bidang Pemerintahan sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. menyusun bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis perencanaan
.pembangunan bidang otonomi daerah, pemerintahan umum tingkat Kota
Administrasi, Kabupaten Administrasi. Kecamatan dan Kelurahan;

d. mengkaji, mengevaiuasi serta nienyiapkan skala prioritas dan peringkat
rencana program perencanaan pembangunan bidang otonomi daerah.
pemerintahan umum tingkat Kota Administrasi, Kabupaten Administrasi,
Kecamatan dan Kelurahan;

e. mengoordinasikan penyusunan Renstra SKPD. Renja SKPD serta
Rencana Kerja dan Anggaran SKPD bidang otonomi daerah,
pemerintahan umum tingkat Kota Administrasi, Kabupaten Administrasi,
Kecamatan dan Kelurahan;

f. melaksanakan pembinaan teknis substantif penyusullan Renstra SKPD,
Renja SKPD serta Rencana Kerja dan Anggaran SKPD bidang otonomi
daerah, pemerintahan umum tingkat Kota Administrasi, Kabupaten
Administrasi, Kecamatan dan Kelurahan;

g. melaksanakan pengendalian kesesuaian antara indikator kine~a

program dengan tolok ukur kinerja output dan/atau hasil kegiatan pada
Renja SKPD serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD bidang
otonol11i daerah, pemerintahan IJmum tingkat Kota Administrasi,. .

.Kabupaten Administrasi, Kecamatan dan Kelurahan;
h. melaksanakan pengendalian dan evaluasi poncapaian kinerja serta

penentuan peringkat SKPD bidang otonomi daerah. p.emerintahan
umum tingkat Kota Administrasi, Kabupaten Administrasi, Kecamatan
dan Keiurahan;

i. mempersiapkan perhitungan rencana alokasi anggarCln SKPD bidang
otonomi daerah, .pemerintahan umum tingkat Kota Administrasi,
Kabupaten Administrasi, Kecamatan dan Kelurahan;

j. melaksanakan penyusunan masukan RPJPD, RPJMD dan RKPD
bidflng otonomi daerah, pemerintahan umum tingkat Kota Administrasi,
Kabupaten Administrasi, Kecamatan dan Kelurahan;

k. menyimpan dan mengolah data proses penyusunan perencanaan APBD
Bidang Pemerintahan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

I. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbidang
Tata Pemerintahan dan Kewilayahan.

Bagian Kesembilan

Bidang Program dan Pendanaan Pembangunan

Pasal33

(1) ·Bidang Program dan Pendanaan Pemoangunan merupakan Unit Kerja lini
BappedC! dalam perencanaan program,pembiayaan· pembangunan dan
perencanaan strategis serta Pengoordinasian penyusunan perencanaan
pembflngunan pada bidang pengelolaan keuangan dan aset, pelayanan
pengcldaan barang/jasa dan pelayanan pajak.

(2) Bidang Program dan Pendanaan Pembangunan dipimpin oleh seorang
Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Badan. .
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Pasal34

(1). Bidang Program dan Pendanaan Pembangunan mempunyai tugas
melaksanakan penyusunan program dan pembiayaan pembangunan
jangka panjang, jangka menengah dan tahunan d,3erah dan perencanaan
pembangunan strategis serta perencanaan pembangunan pada bidang
keuangan, aset, pajak dan barang/jasa. .

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang
. Program dan Pendana'an Pembangonan-menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan rencana strategis dan r~ncana kerja dan anggaran Program
dan Pendanaan Pembangunan;

b. pelaksanaan rencana strategis dan. dokumen pelaksanaan anggaran
bidang Program dan Pendanaan Pembangunan;

.c. penyi.Jsunan bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis terkait
dengan tugas dan fungsi Bidang Program dan Pendariaan Pembangunan;

d. pengoordinasian penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD serta
perubahannya; . '.

e. pengoordinasian penyusunan KUA, PPAS, rancangan APBD beserta
perubahannya bersama dengan BPKAD;

.f.. pengoordinasian penetapan kinerja dan kegiatan tahun jamak.
g. pengoordinasian perencanaan pendanaan penibangunan jangka panjang,

jangka menengah dan tahunan daerah;
h. pengoordinasian dan mengintegrasikan kesesuaian antara indikator

.RPJMD dengan Renstra SKPD, RKPD, KUA PPAS; rancangan APBD
khususnya indikator program prioritas;

i. pengoordinasian usulan program pembangunan yang perlu kerja sama
pendanaanyang .bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah
lail1nya, luar negeri, masyarakat dan sumber lainnya; .

j. pengoordinasian perumusan kriteria' penetapan alokasi anggaran
berdasar urusan, program dan SKPDiUKPD;

k. pengoordinasian pelaksanaan perel1canaan p(ilmbangunan di bidang
pengelolaan keuangan dan aset, pelayanan pengadaan barang/jasa dan
pelayanan pajak;

I. pengoordinasian penyusunan Renstra' SKPD, Renja SKPD serta
rencana kerja dan anggaran SKPD di bidang pengelolaan keuangan dan
aset, pelayanan pengadaan barang/jasa da!Jpelayanan pajak;

m.pembinaan teknis substantif penyusunan RenstraSKPD, Renja SKPD
serta rencana ke~a dan anggaran SKPD di bidang pengelolaan keuangan
dan aset, pelayanan pengadaan bamng/jasa dan pelayanan pajak;

n. pengoordinasian pengendalian kesesuaian antara indikator kinerja
'program dengan tolok ukur kinerja output dan/atau hasH kegiatan pada
Renja ,SKPD serta rencana kerja dan anggaran SKPD di bidang
pengelolaan keuangan dan aset, pelayanan pengadaan barang/jasa dan
pelayanan pajak;

o. pengoordinasian pengendalian dan evaluasi pencapaian kinerja serta
penentuan peringkat SKPD di bidang keuangan, aset, pajak dan
barang/jasa; ,

p, pengoordinasian perhitungan rencana alokasi anggaran SKPD di bidang
pengelolaan keuangan dan aset, pelayanan pengadaan barang/jasa dan
pelayanan pajak;

q, pengoordinasian penyusunan masukan RPJPD, RPJMD dan RKPD di
bidang pengelolaan keuangan dan aset, pelayanan pengadaan
barang/jasa dan pelayanan pajak; .

r. pengoordinasian penyusunan masukan penyelenggaraan penataan
rua,ng, penyusunan RTRW Provinsi/Kota/Kabupaten Administrasi, ke~a
s~mapenataan ruang kawasan Jabodetabekjur, regional dan nasional
dl blda~g pe:1gelolaan keuangan dan asel, pelayananpengadaan
barang/Jasa dan pelayanan pajak;

.'
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s. penyimpanan dan pengolahan data proses penyusunan perencanaan
APEm-Bidang pengelolaan keuangan dan aset, pelayanan pengadaan
barang/jasa dan pelayanan pajak; dan

.t. pelapdran dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi
Bidang Program dan Pendanaan Pembangunan.

Pasal35

(1) Subbidang Keuangan, Aset, Pajak. dan Barang/.Jasa merupakan Satuan
Ke~a Bidang Program dan Pendanaan Pembangunan dalam pelaksanaan
perencanaan pembangunan pada bidang Keuangan, Aset, Pajak dan
Barang/Jasa.

(2)· Subbidang Keuangan, Aset, Pajak dan Barang/Jasa dipimpin oleh. seorang
Kepa1a Subbidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
·kepaqa Kepala Bidang Program dan Pendanaan Pembangunan.

(3) Subbidang Keuangan, Aset, Pajak dan Barang/Jasa mempunyai tugas :

.8. menyusun bahan r&ncana strategis dan rencana kerja dim anggaran
bidang Program dan Pendanaan Pembangunan sesuai dengan lingkup
tugasnya;

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran
bidang Program dan Pendanaan Pembangunan sesuai deAgan Iingkup
tugasnya;

c. menY\lsun bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis pelaksanaan
perencanaan pembangunan pada bidang Keuangan, Aset, Pajak dan
Barang/Jasa;

d. mengkaji, mengevaluasi serta menyiapkan skala prioritas dan peringkat
.dan rencana program perencana pembangunan bidang keuangan, aset,
pajak dan barang/jasa;

e. mengoordinasikan penyusunan Renstra SKPD, Renja SKPD serta
.rencana kerja dan anggaran SKPD bidang keuangan, aset, pajak dan
barang/jasa; .

f. melaksanakan pembinaan teknis substantif periyusunan Renstra SKPD,
Renja SKPD serta rencana kerja dan anggaran SKPD bidang keuangan,

. aset, pajak dan barang/jasa;
g. inelaksanakan pengendalian kesesuaian antara indikator kinerja program

dengan tolok ukur kinerja output dan/atau hasil kegiatan pada Renja
SKPD serta rencana kerja dan anggaran SKPD bidang keuangan, aset,
pajak dan barang/jasa;

h. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pencapaian kinerja serta
penentuan peringkat SKPD bidang kGuangan, aset, pajak dan barangl
jasa; ~

i. melaksanakan perhitungan rencana alokasi anggaran SKPD bidang
keuangan, aset, pajak dan barang/jasa; .

j. melaksanakan penyusunan masukan RPJPD, RPJMD dan RKPD
bidang keuangan, aset, pajak dan barang/jasa;

k. menyimpan dan mengolah data proses pe.nyusLlnan perencanaan APBD
bidang keuangan, aset, pajak dan barangljasa sesuai dengan Iingkl!P
tugasnya; .

I. mengoordinasikan penyusunan bahan kebijakan teknis perencanaan
.pembangunan daerah yimg berkaitan dengan tugas dan fungsi subbidang
kel!angan, aset, pajak dan barang/jasa;

m.mengidentifikasi dan· menyusun rencana program dengan skema kerja
.. s~ma pendanaan yang bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah

latnnya, luar negeri, masyarakat dan sumber lainnya untuk pembiayaan .
pembangunar. jangka panjang, jangka menengah dan tahunan;
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n.'mengawal dan memastikan agar usulan program pembangunan dengan
skema kerja sama pendanaan dapatterlaks~lna; ,

o. mEilngoordinasikan perurhusan proyeksi asumsi makro ekonomi dan
potensi sumb<3r pendanaan yang bisa'diperoleh untuk. pembangunan
jangka panjang jangka menengah dan tahunan;

:' p. mengeloladata dan menyimpan data dokumen prosesplanyusunan
dokumen perencanaan pendanaan pembangunan sampai dengan

, dokumen ,tersebut diletapkan ,dengan Peraturan Daerah maupun
Peraturan Gubernur; dan

q. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan
fimgsi Subbidang Keuangan, Aset, Pajak dan Barang/Jasa.

Pasal36

.(1) Subbidang Penyusunan Rencana Pembangunan mel1Jpakan Satuan Kerja
Bidang Program dan PendanaanPembangunr.1n (jalam pelaksanaan
,pimyusunan perencanaan pembangunan jangka panjang; jilClgka'
menengah dan tahunan daerah.

(2) $ubbidangPenyusunan Rencana Pembangunan diplmpin oleh seorang
, Kepala SUbbidang yang berked\.ldukan di bawahdan bertanggung jawab
kepada Kepala Bidang Program dan Pendanaan Pembangunan.

(3)' Subbidang Penyusunan Rencana Pembangunan mempunyai tugas:

a. menYUSUll bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran
bidang Program dan Pendanaan Pemt:>angunan sesuaidengan Iingkup .
tugasnya; ,

. b. 'melaksanakan rencana'strategis dan dokumen pelaksanaananggaran
bidang Program dan Pendanaan PembangiJnan sesuaidengan Iingkup
tugasnya; , .

c. menyusun bahan kebijakan, pedoman dan standar leknis pelaksanaan
ke~a sama pendanaan pembangunan jangkapanjang, jangkamenengah

,dan tahunan daerah; ,
d. mengoordinasikan penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD dan

RKPD beserta perubahannya;
e. mengoordinasikan pe,nerbitan pedomanteknis penyasunan RPJPD,

. .RPJMD, Renstra SKPD dan RKPD bersertaperubahannya;
f. mengoordinasikan penyusunan Ranja SKPD;

,g. mengoordinasikan penyusunan penetapan kinerja provinsi dan kinerja
SKPD;

h. mengelola data dan menyimpan data dokumen proses penyusunan
, dokumen perencanaan pembangunan sampai dengan dokumen tersebut

ditetapkan dengan Peraturan Daerah maupun Petaturan Gubemur;'
l. me,lakukan koordinasi dengan bidang Evaluasi, Pengendalian dan

Informasi untuk dukungan informasi; '. .
j. mengoordinasikan penyusunan bahan kebijakan teknis perencanaan

pembangunan daerah yang, berkaitan dengan tugas dan fungsi
subbicj':lng penyusunan rencana pembangunan; . .

k. menyiapkan bahan laporan badan yangterkait dengan tugas dan fungsi
subbidang Penyusunan Rencana Pembangunan;

I. menyirnpan dan meng.olah data proses penyusunan perencanaan APBD .
bldang Program dan Pendanaan Pembangunan; , . . ' ,

m.mengoordinasikan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan
anggaran, serta dokumen pelaks,anaan anggaran Bidang Program dan

.Pendanaan Pembangunan;
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n.· mengoordinasikan penyusunan lapClran keuangan. kinerja. kegiatan dan
akuntabilitas Bidang Program dan Pendanaan Pembangunan; dan .,

o. me\aporkan (jan mempertanggungjawabkah pelaksanaan. tugas dan
. fungsi Subbidang Penyusunan Rencana PembangL!nan,.

Pasal37

. (1-) Subbidang Program dan Rencana Kerja Angg.arari merupakan Satuan .
Kerja Bidang Program dan Pendanaan Pembangunandalampelaksanaan
p.rogrl;lm dan rencana. kerja anggaran pembangunan jcingka panjang,
jangka menengah dan tahunan daerah.

(2) Subbidang Program dan Rencana Kerja Anggaran dipimpinolehseorang
Kepa1a SUbbidang yang berkedudukan dj bawah dan bertanggung jawab
kepacla Kepala Bidang Program dan Pendanaan Pembangunan,

·(3) Suobidang Program dan Rencana Kerja Anggaran mempunyai tugas :

a. meny~sun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran .
Bidang Program dan Pendanaan Pembangunan sesual dimgan Iingkup
tugasnya;·

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran .
Bidang Program dan Pendanaan Pembangunan sesuai dengan Iingkup
tugasnya; .. ... . .. .

c. ·menyusun bahan kebijakan, pedoman dan staodar teknis Pell;lksimaan.
program dan rencana kerja anggaran pembangunan jangka panjang•.

, janllkl;l'menengah dan tahunan daerah;· . ...,'.
d. mengoordinasikan-penyusunan KUA dan PPAS beserta~perubaAannya

bersama BPKAD;
e. mengoordinasikanpenyusunan kegiatan program prioritas dan keglatan

tahun jamak;
f.menyusunkriteria Pembagian plafon anggaran SKPD/UKPD berdasar

.. pendekatan urusan program prioritas, dan kewilayahan;
g. mengoordioasikan penyusi.man RKA SKPD dan rancangan APBD;
h. mengelola data dan menyimpan data<;lokumen prose's penyusunan KUA

dan PPASserta RKA sampai dengan proses penetapan APBD menjadi
Pl3raturan daerah maupun Peraturan Gubernur; .

i.. melakukan koordinasi dengan bidang Evaillasi, Pengendalian dan
Informasi untuk dukungan· informasi;

j. mengoordinasikan penyusunan bahan kebijakan teknls perencanaan
pembangunan daerah yang berkaitan dengan tugas dan fungsi,
Subbidang Program dan Rencana Kerja Anggaran; dan

k. melaporkan dan mempertanggungjaw-3bkan pelaksanaan,tugas Subbidang
Program dan Rencana Kerja Anggaran.

Bagian Kesepuluh

Bidang Penelitian dan Pengembangan

Pasal38

. (1), Bidang PeneIitian dan Pengembangan merupakan Unit Kerja Lini Bappeda
dalam pelaksanaah penelitian dan pengembangan.

(2) Bidc;mg Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh seorang KepalaBidang
'yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepad;:iKepala B<;idan..
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Pasal39

(1) Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksariakan
penyelenggaraan dan pengoordinasian penelitian dan pengembangan
pemerintah daerah, pengembangan perencanaan dan inovasi.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimcma dimaksud pada ayat (1), Bidang
Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan rencana strategis dan rencana ke~a dan anggaran Bidang
Penelitian dan Pengembangan;

b•.p.eJaksanaan rencana strateg.is dan dokumeA--pelak-saAaan ariggaran
bidang Penelitiari dan Pengembangan; .

c. penyusunan bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis
pengoordinasian dan penyelenggaraan. pengembangan perencanaan
dim inovasi;

d. penghimpunan data dan informasi sebagai bahan penelitian dan
pengembangan serta penyusunan statistik daerah;

e. pelaksanaan penelitian dan pengembangan penyelenggaraan pemerintahan
daerah; .

f. pengoordinasian pelaksanaan penyelenggaraan penelitian dan
pengembangan (litbang), i1mu pengetahuan dan teknologi (iptek) dan
• .• .,r .
!novasl;

g. pengoordinasiim penyiapan sumber daya manusia, sarana dan
prasarana pengembangan perencanaan dan inovasi; .

h. pengoordinasian pendayagunaan hasil penelitian, pengembangan dan
inovasi sebagai dasar kebijakan perencanaan pembangl:Jnan;

i. pengembangan Sistem Inovasi Oaerah (SIOa);
j. pengoordlnasian peningkatan partisipasi dan sinergi antar institusi

perperintah, pemerintah daerah, lembaga kelitbangan, lembaga pendidikan,
lem.baga penunjang inovasi, dunia usaha dan masyarakat, dalam
penelitian. pengembangan perencanaan dan inovasi;

k. perum.usan bahan pertimbangan dan masukan kepada pimpinan
. .berj<enaan dengan pelaksanaan penelitian. pengembangan perencanaan

dan inovasi.
I. pengoordinasian penyusunan dan pendayagunaan manajemen

pengetahuan;
m.penyusunan dan pendistribusian statistik daerah;
n. periyusunan standar dan pembinaan kompetensi pejabat fungsional

perencana dan peneliti;
o. pelaksanaan pembinaan dan pen§embangan .pejabat fungsional

perencana dan peneliti;
p. pelaksanaan penilaian angka kredit pejabat fungslonal perencana dan

peneliti;
q. pelaksanaan kerja sarna, koordinasi dan kemltraan pengembangan

pejabatfungsional dengan SKPO. UKPO danlatau instansi pemerintahl
swastatmasyarakat;

r. penYUsunan pedoman pelaksanaan Rembuk RWdan musr!3nbang
RKPO;

s. fasllitasi pelaksanaan Rembuk RW dan musrenbang RKPO;
t. .pelaksanaan bimbingan, konsultasi teknis pelaksanaan musyawarah

.perencanaan pembangunan daerah kepada SKPOatau UKPO; dan
u. p~IFPoran d~~ pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi

Elidang Penelitlan dan Pengembangan.
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Pasal40

(1) Subbidang.Penelitian dan Pengembangan dan Inovasi mer'upakan Satuan
Kerja Bidang Penelitian dan Pengembangan. dalam melaksanakan
penyelenggaraan dan pengoordinasian pelaksanaan penelitian, pengembangan
manaJemen pengetahuan dan inovasi.

(2) Subbidang Penelitian, Pengembangan dan Inovasi dipimpin oleh seorang
.Kepala Subbidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Bidang Penelitian dan PEmgembangan.

(3) Subbidang Penelitian, Pengembangan dan Inovasi mempunyai tugas :

a., menyusun .bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran
Bidang Penelitian dan Pengembangan sesuai dengan Iingkup tugasnya;

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran
Bidang PEmelitian dan Pengembangan sesuai dengan Iingkup tugasnya;

c. menyusun bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis penyelenggaraan
dan pengoordinasian pelaksanaan penelitian, pengembangan manajemen
pengetahuan dan inovasi;

d. menyusun bahan pedoman/petunjuk teknis penelitian di daerah;
e. menghimpun data dan informasi sebi:lgai bahan penelitian dan

pengembangan;
f. melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan yang berkenaan

dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
g. melaksanakan pengoordinasian penyelenggaraan litbang, iptek, manajemen

pengetahuan dan inovasi;
. h.. menghimpun, mengolah, memelihara, menyajikan, mengembangkan

dan memanfaatkan hasil-hasilpenelitian dan pengembangan;
i. ·melakukan. koordinasi penelitian kebijakan Iintas sektor, sektor serta

menyu5un agenda penelitian untuk Pemerintah Oaerah;
j. menyusun tingkat(rating) pengetahuantertentu yang merupakan hasil

kajian dan/atau penelitian; .
k. memfasilitasi peningkatan kapasitas SOM, sarana dan prasarana

Iitbang, pengembangan manajemen pengetahuan dan inovasi;
1 menumbuhkembarigkan Sistem Inovasi Oaerah (SIOa);
m.melaksanakan pengoordinasian pendayagunaan hasil penelitian,

pengembangan dan inovasi sebagai dasar kebijakan perencanaan
pembangunan;

n. membangun partisipasi dan sinergi antar inBtitusi pemerintah,
pemerintah daerah, lembaga kelitbangan, lembaga pendidikan, lembaga
penunjang inovasi, dunia usaha dan masyarakat, dalam penelitian,
pengembangan perencanaan dan inovasi;

o. mengoordinasikan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan
anggaran Bidang Penelitian dan Pengembangan;

p. mengo'ordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja, kegiatan dan
.akuntabilitas Bidang Penelitian dan Pengembangan; dan

q. me!aporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbidang
Penelitian, Pengembangan dan inovasi.

.
Pasal41

(1) Subbidang Pengembangan Perencanaan Partisipatif merupakan Satuan
Kerja Bidang Penelitian dan Pengembangan dalam melaksanakan
pengoordinasian pengembangan manajemen pengetahuan dan perencanaan.
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(2) Subbidang Pengembangan Perencanaan, Partisipatif :dipimpin oleh
:;;eorC1ng Kepala Subbidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung
jC1wab kepadaKepala Bidang Penelitian dan,Pengembangan.

(3) Subbidang Pengembangan Perencanaan Partisipatif mempuriyai tugas :

,a. menyusun bahan rencam~ strategis dan rencana ke~a dan anggaran
Bidang Penelitian dan Pengembangansesuai dengan Iingkup tugasnya;

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran
6idang Penelitian dan Pengembangan sesuai dengan Iingkup tugasnya;

c. menyusun bahan' kebijakan, pedoman dan sta'ndar tEjknis pela~sam:ian

, Rembuk RW; Musrenbang Kelurahan;-Musrenbang-Kecamatan; Musrenbang
KotalKabupaten dan Musrenbang Provinsi;, '

d. mengoordinasikan penyusunan stimdar, pedoman, petunjuk pelaksanaan
ejim petunjuk teknis pelaksanaan Rembu!<; RW, Musrenbang Kelurahan,
Musrenbang Kecamatan, Musrenbang KotalKabupeten d.an Musrenbang ,

,Provinsi; ,
e. rilelaksanakan bimbingan dan konsultasi pelaksanaan Musrenbang

Kelurahan, Musrenbang Kecamatim, Musrenbang KotalMusrenbang
Kabupaten, Musrenbang Provinsi; ",

f; memfasilitasi dan mengoordinasikan pelaksanaan Rembuk RW.
Musrenbang Kelurahan; Musrenbang Kecamatan, Musrenbang ,Kotal
Musrenbang Kabupaten, Musrenbang Provinsi dan MusrenbangRegional;

'g. mehdorong dan memfasilitasi partisipasi masyarakat dalampelaksanaan
R(3mbu,k RW, Musrenbang Kelurahan, Musrenbang kecamatan, Musrenbang
KotalKabupatendan Musrenbang Provinsi; , , ,

, h. mendorong dan memfasilitasi partisipasi 'masyarakat ,dalam: menggali
,surilber-sumber pendanaan masyarakat sebagai' bahanniasukan
, penyusunan RKPD; " '

,i. melaksanakari monitoring dan evaluasi implementasi hasil RembukRW,
Musrenbang Kelurahan. Musrenbang KecC1matim. M,usrenbang Kota

, dan Musrenbang Provinsi;
j. memfasilitasi, dC1n' pengoordinasian program-pro,gram ,daR kegiatan

"perencanaan Pilrtisipatif yang berbasis pemberdayaan masyarakat;
k. meinbangtin dan mengembangkan kerja sama dan sinergi antar i11stitusi

pemerintah" pemerintah daerah,lembaga perididikan, dunia usaha dan
masyara~atdalam menongkatkan perencanaan pembangunan partisipatif;

'I. menyelenggarakan Musrenbang Provinsi dan' partisipasi Musrenbang
Regional dan Musrenbang Nasionaf; dan', '

m.melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbidang
Pengembangan Per'encanaan Parsitipatif.

Pasal42

(1)' Subbidang Pembinaan dan Pengembangan Perencan,aan merupakan
SatuanKerja Bidang Pengembangan Per'encanaarl dan Inovasi' ejalam
pelaksanaan pembinaan danpengembangan perencanaan.

(2) Subbidang Pembinaan dan Pengembangan Perencanaan dipimpin oleh
seorang Kepala Subbidang yang berkedudukan dj bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Perericanaandanlnovasi.

(3), Subbidang Pembinaan dan Pengembangan Perencanaan mempunyai tugas :

'a. menyusuri bahan rencana strategis dan renc;ana I<erja dan anggaran
Bidang Penelitian dan Pengembangan sesuai dengan Iingkup tugasnya;

b: melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan ariggaran
Bidang Penelitian dan Pengembangan'sesuai dengan Iingkup tugasnya;
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c. menyusun bahan kebijakan, pedoman dan standar tekllis pelaksanaan
, pembinaan dan pengembangan perencanaan; ,

d. memfasilitasi peningkatan kapasitas SDM dan pelatihan pejabat
fungsional perencana dan peneliti;

e. menyusun bahan perhitungan satuan biaya perencanaan;
f. membangun peningkatan partisipasi dan sinergi antar institusi pemenntah,

perne'tintah daerah, lembaga kelitbangan, lembaga pendidikan, lembaga
penunjang inovasi, dunia usaha dan masyarakat. dalam pengembangan
perencanaan;

g; menyusun standar dan pembinaan kompetensi pejabat fungsional
perencana dan peneliti;

h. menghimpun data pejabat fungsional perencana dan peneliti;
i. melaksanakan pembinaan dan pengembangan pejabat fungsional

perencana dan peneliti;
j. melaksanakan pembinaan dan pengembangan pejabat fungsional

perencana dan peneliti;
,k. ,melaksanakan penilaian angka kredit pejabat fungsional perencana dan

peneliti; ,
I. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan peningkatan kompetensi

melalui pelatihan teknis, seminar (workshop) dalamdan luar negen atau
bentuk lain dalam rangka pengembangan perencanaan;

m.melaksanakan kerja sama, koordinasi ,dan kemitraan pengembangan
pejabat fungsional dengan SKPD, UKPD dan/atau instansi
pemerintah/swasta/masyarakat;

n.,melaksanakan bimbing,an, konsultasi teknis perencanaan pembangunan
daerah kepada SKPD/UKPD;

o. melaporkan dan mempertanggungjawabkan peiaksanaan tugas Subbidang
Pembinaari dan Pengembangan Perencanaan.

Bagian Kesebeias

Bidang Evaiuasi, Pengendalian dan Informasi

Pasal43

(1) Bidang Evaluasi, Pengendalian dan Informasi Merupakan Unit Kerja Lini
, Bappeda dalam evaluasi, pengendalian dan pengelolaan data dan informasi
perencanaan pembangunan daerah.

(2) Bidang Evaiuasi, Pengendalian dan Informasi dipimpin oleh seorang
KepalFi Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Badan.

Pasal44

(1) Bidang Evaluasi, Pengendalian dan Informasi mempunyai tugas
melaksanakan pengoordinasian evaluasi. pengendalian dan menginformasikan
pelaksanaan kebijakan umum dan programl kegiatan terkait perencanaan
pembangunan daerah. '

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang
Evaluasi, Pengendaliar. dan Informasi menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan rencaAa strategis dan rencana kerja dan anggaran, Bidang
,Ev<lluasl, Pengendalian dan Informasi;

b. peiaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran
Bidang Evaluasi, Pengendalian dan Informasi;

c. penyusunan bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis terkait
denga'n tugas dan fungsi Bidang Evaluasi, Pengendalian dan Informasi;
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d. pemantauan dan pelaporan pelaksanaan program/kegiatan yang
dibiayai dari APBD, APBN dan sumber-sumber lain.

e. peinantauan dan evaluasi pencapaian sasa..an fungsional programl
kegiatan di bidang kesejahteraan rakyat, bidimg sarana prasarana kota
dan Iingkungan hidup, bidang perekonomian, bidang pemerintahan dan'
subbidang Keuangan, Aset, Pajak dan Barang!Jasa terhadap perencanaan
yang telah ditetapkan;

f. penginformasian rencana dan pelaksanaan program/kegiatan bidang
kesei,ahteraan rakyat, bidang sarana prasarana kota dan Iingkungan
.hidIJP, bidang perekonomian, bidang pemerintahan dan subbidang
Keuangan, Aset, Pajak dan Barang/Jasa. .

g. perencanaan, pengembangan dan pemeliharaan perangkat lunak
(software) perangkat keras (hardware) dan jaringan sistem informasi
terkaitOlanajemen perencanaan daerah yang terintegrasi dengan sistem
informasi penyelenggaraan pemerintah daerah;

.h. peljiksaAaan' bimbingan, konsultasi dan pendampingan aplikasi/.
penggunaan perangkat luncik (software) dan pflrangkat keras (hardware)
sistem informasi manajemen perenr;anaan;

i. penghimpunan, pengolahan. pemeliharaan, penyajian dan pengembangan
data perencanaan pembangunan daerah;

j. penyusunan standar pengelolaan data dan informasi pembangunan;
k. pengoordinasian dan penyusunan laporan kine~a dan Laporan Keterangan

Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur, Evaluasi Kinerja Pemerintah
Daerah (EKPD) dan Evaluasi Penetapan Kinerja (Tapkin); dan

I. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi
Bidang Evaluasi, Pengendalian dan Informasi.

Pasal45

(1) Subbidang Evaluasi dan. Pengendalian Perencanaan Pembangunan
merupakan $atuan Kerja Bidang Evaluasi, Pengendalian dan Informasi
dalam melaksanakan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan rencana
pembangunan.

(2) Subbidang Evaluasi dan Pengendalian Perencanaan Pembangunan
dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Bidang Evaluasi, Pengendaliandan Informasi.

(3) Subbidang Evaluasi dan Pengendalian Perencanaan Pembangunan
,mempunyai tugas:

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran
Bidang Evaluas!, Pengendalian dan Informasi sesuai dengan Iingkup
tugasnya;

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran
Bidang Evaluasi, Pengendalian dan Informasi sesuai dengan Iingkup
tug;asnya;

.c. ·menyusun bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis pelaksanaan
evaluasi dan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan;

d. menyusun laporan hasil pemantauan dan pengendalian programl
kegiatan dan kinerja bidang kesejahteraan rakyat, bidang sarana
prasarana kota dan lingkungan hidup, bidang perekonomian, bidang
pemerintahan dan subbidangKeuangan, Asel, Pajak dan Barang/Jasa:

e. menyusun laporan hasil pemantauan, pengendalian dan evaluasi
pelaksanaan program/kegiatan yang bersumber dari APBN;

f. menyusun. laporan pemantauan dan evaluasi sasaran fungsional
programlkegiatan di bidang kesejahteraan rakyat, bidang sarana prasarana
kota dan lingkungan hidup, bidang perekonomian, bidang pemerintahan
dan subbidang Keuangan, Aset, Pajak dan Barang/Jasa; .
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g. m91aksanakan penyusunan bahan rekorriendasi kebijakan pembangunan
'daerah; .

h. mehyusun dan meJaporkan tindak lanjut hasi! evaluasi untuk peningkatan
kucilitas perencanaan pembangunan;' . .. .'

L melaksanakan pengoordinasian Evaluasi Kin~rja Pemerintah Daerah
"(EKPD); ... .

j. m.elaksanakan pengoordinasian evaluasi penetapan kinerja;
k. melaks;anakan pengoordinasian penyusunan Laporan Keterangan

P13rtanggungjawaban (LKPJ) Gubemur;
I. mengoordinasikan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan

anggaran Bidang Evaluasi, Pengendalian danlnformasi;
m.mengoordinasikan penyusunan laporan keuangal'l, kin~rja, kegiatan dan

akuntabilitas Bidang Evaluasi, Pengendalian danlnformasi; dan
·n•.melaporkan dan mempeftanggungjawabkan pelaksanaCjn t.ugas dan fungsi

Subbidang Evaluasi dan Pengendalian Perencanaan pemban!'junan.

Pas'll 46

(1) Subpidang Statistik, Data dan Informasi Pembangunan merupakan Satuan
. Kerja Bidang Evaluasi, Pengendaliim danlnformasi dalam melciksanakan
tug'as pengelolaan statistik daerah dan pemdataal).dan menginformasikan

. kebijakan p.erencanaan pembangunan. .

(2) Subbidarig Stati~tik. Data dan Informasi Pembangunan dipimpin oleh
. seorang Kepala Subbidang yang berkeduc;lukan dlb<;iwah danbertanggung

jawab kepada Bidpng Evaluasi, Pengendalian dan·lnfonnasi.

(3) Subbidang Statistik, Data dan Informasi Pembangunan mempunyai tugas :

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencanakerja dan anggaran
Bidang Evaluasr, Pengendalian dan Informa~i. sesuai dengan .lingkup
tugasnya;

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran .
Bidang Evaluasi. Pengendalian dan Informasi'sesuai dengan Iingkup
tugpsriya;.' . . .

c.. menyusuri bahan kebijaka'n, p'edoman dan standar teknis pelaksanaan
pengelolaan statistik daerah dan pendataan dan penginformasian
kebijakan perencanaan pembangunan . . .

d. melaksanakan penelapan. pengukuran danpenyajian statistik pemerintahan
daerah; .

e. melaksanakim kerja sama dan koordinasi penyelenggaraan statistik'
daerah; ....

1. merumuskan peringkatSKPD berdasarkan pencapaian kinerja
!'j:' menginformasikan hasi! pembangunan secaraterpadu;
h. mengjlimpun; mengolah, memelihara, memutakhirkan, meneliti dan menyajikan

pembangunan bidang Kesejahteraan Rakyat, bidang Prasarana, Sarana Kota
dan Lingkungan Hidup, bidang Perel<'.onomian,bidang Pemerintahandan"
Subbidang Keuahgan. Aset, Pajak d~m Barang/Jasa;

L' mengembangkan pengelolaan satu data pembangunan yang berkelanjutan;'
j. menghimpun dan menelusur bahan kepuslakaan perencanaan pembangunan

. daerah; '.'
k. menyusun katalog bahan kepustakaan perencanaan pembangunan

daerah; ".
L menata, memelihara dan pelayanan bahan kepustakaan perencanaan
.. pembangunan .daerah; .' . ..

m.menyusun kebutuhan data dan informasi serta standar dan pengelolaan
data pembangunan daerah;' .. . .' .

n. melaksanakan kerjasama' dan koordinasi penyelenggaraan statistik
daerah; ..
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o. menghimpun, mengolah, memelihara, menyajikan dan mengembangkan
data induk (database) dari masing-masing bidang;

p. menyusun pedoman/petunjuk teknis/petunjuk pelaksanaan pengelolaan
, data da'n informasi perencariaan daerah;

q. menghimpun, mengolah, memelihara, menyajikan dan mengembangkan
dokumen perencanaan, dokumen ha.sil penelitian dan statistik daerah;

r. menyusun informasi khusus sesuai kebutuhan; dan
s. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan

fungsi Subbidang Statistik, bata dan Informasi Pembangunan.

Pasal47·

(1) Subbidang Sistem Informasi Perencanaan-dan Pengendalian Pelaksanaan
merupakan Satuan Kerja Bidang Evaluasi, Pengendalian dan Informasi

,dalam melaksanakan tugas pengembangan sistem informasi perencanaan
pemblmgunan.

(2) Subbidang Sistem Informasi Perencanaan dan Pengendc;llian Pelaksanaan
dlplmpin oleh seorangKepala Subbidang yang berkeduduk-andl bawah dan
bertanggung jawab kepc;lda Bidang Evaluasi, Pengendalian dan Informasi.

(3) SUbbidang Sistem informasi Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan
mempunyai tugas :

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan. anggaran
Bidang Evaluasi, Pengendalian dan Informasi sesuai dengan Iingkup
tugasnya;

b. melak,sanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran
BidanQ Evaluasi, Pengendalian dan Informasi sesuai dengan Iingkup
tugasnya;

c. menyusun bahan kebijakan, pedoman danstandar teknis pelaksanaan
pengembangan sistem informasi perencanaan pembangunan;

d. menyusun rancang bangun perangkat lunak (software) sistem informasi
manajemen perencanaan daerah yang terintegrasi dengan sistem
Informasi penyelenggaraan pemeriritahan daerah;

e. mengoordinasikan penerapan sistem informasi di Iingkungan Pemerintah
Provins! DKI ,Jakarta dalam mendukung pelaksanaan perencanaan
pengendalian evaluasi pembangunan;

f. 'melaksanakan pemeliharaan dan perawatan perangkat Junak (software).
perangkat kel'as (hardware) dan jaringan sistem informasi manajemen
perencanaan;

g. menghimpun, mengolah, memelihara, menyajikan dan mengembangkan
data dan informasi perencanaan pembangunan melalui sistem informasi;

h. melaksanakan bimbingan, konsultasi dan p€mrJampingan aplikasil
penggunaan perangkat lunak (software) dan perangkat keras (hardware)
sistem informasi manajemen perencanaan oleh unitkerja Bappeda; •

i. mejlyusun pedoman dan petunjuk teknislpetunjuk pelaksariaan pengelolaan
sistem informasi manajemen; ,

j. melakukan pemantauan dan evaluasi pengembangal"\ sistem; dan'
,k. 'melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan

fungsi SUbbidang Sistem Informasi Perencanaan dan Pengendallan
Pelaksanaan.
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Bagian Keduabelas

Kanppeko

Paragraf 1

Kedudukan,Tugas dan Fungsi

Pasal48

(1) Kanppeko merupakan Unit Kerja Bappedapada Kota Administrasi.

(2) Kanppeko dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berkedudukan di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Bappeda dan secara operasional
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.

Pasal49

(1) Kanppeko mempunyai tugas merumuskan dan mengoordinasikan penyusunan
kebijakan perencanaan pembangunan dan program s.erta penganggaran
UKPD pada Kota Admil,istrasi serta melakukan pl;}ngendaiian dan evaluasi
perencanaan pembangunan Kota Administrasi.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada. ayat (1),
Kanppeko, menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan rencana strategis dan renr..ana kerja dan anggaran Kanppeko;
b. pelaksilllaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran

Kanppeko;
. c.pengendalian kesesuaian antara indikator, kinerja RPJPD, RPJMD,

R~PD dengan KUA dan PPA, output/hasil kegiatan padaRenja UKPD
dan RKA UKPD;

d. pengoordinasian kegiatan perencanaan di bidang perekonomian,
pembangunan prasarana dan sarana, pembangunan kesejahteraan
Rakyat, pembangunan 18ta praja, pembangunan aparatur dan keuangan;

. Oil; peAgoordiri·asian kegiatan perencanaan pembal1gunan secara terpadu,
Iintas wiiayah, lintas daerah, Iintas urusan pemerintah dan antar lintas
pelfiku.lainnya; .

f. p.emberian masukan penyusunan kebijakan perencanaan jangka panjang,
menengah, arah dan kebijakan umum tahunan APBD sesuai kebutuhan
·KotaAdministrasi;

g. pemberitlll masukan penyusunan RTRW Kota Administrasi;
h. pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan; .
I. penyusunan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan;
j.. penyimpanan' dan mengolah data proses penyusunan perencanaan

APBDKanppeko; .
k. pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Kanppeko;
I. penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan

prasarana dan sarana kerja Kanppeko;
. m,pengelolaan kearsipan Kanppeko;
n. pel13ksanaan kegiatan kerumahtanggaan dan surat menyurat Kanppeko;

dan .
o. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi

Kanppeko.

(3) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi
Kanppeko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf 0, untuk teknis dan
admillistrasi Kepala Kantor disampaikan kepada Kepala BappeGa dan.
untuk operasional disampaikan kepada Walikota.



40

Paragraf2

Susunan Organisasi

Pasal50

(1) Kanppeko, terdiri dari :

a. Kepala Kantor;
b. Subbagian Tata Usaha;
c. Subbidang Kesejahteraan Rakyat;
d. SUbbidang Prasarana, Sarana Kota dan Lingkungan Hidup;
e. Subbidang Perekonomian;
f. Subbidang Pemerintahan; dan
g. Subkelompok Jabatan Fungsional.

(2) Subbagian dan setiap Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian dan seorang Kepala Subbidang
yang berkedudukar:l di bawah dan. bertang.guo9-jawab kepada Kepala
Kantor.

Paragraf 3.

Kepala Kantor

Pasal51

Kepala Kantor mempunyai tugas : .

. a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Kanppeko
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49;

b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian dan Subbidang;
c. melaksanakan koordinasi dan kerja sarna dengan SKPD/UKPD dan/atau

instansi pemerintah/swasta dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi
Kanppeko;dan·

d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksana;:ln tugas dan fungsi
Kanppeko.

Pasal52

(1.)_Subbagian Tata Usaha merupakan Satuan Kerja staf Kanppeko dalam.
.pEilaksanaan administrasi pada Kanppeko.

(2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

(3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugF.ls :

a. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran
Kanppeko sesuai dengan Iingkup tugasnya;

b. mengoordinasikan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan
anggaran Kanppeko; .

c. melaksanakan monitoring, pengendalian dan evalLiasi pelaksanaan
rencana st~ategis dan dokumen pelaksanaan anggaran I:<anppeko; .

d. melaksanakan pengelolaan kepegawaian Kanppeko; .
e. melaksanakan pengelolaan keuangan Kanppeko;
f. melaks;:lnakan pengelolaan barang Kanppeko;
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I

g. melaksanakan kegiatan ketatausahaan dan k~rumaht.anggaan Kanppeko;
h. melaksanakan penyediaan, penatausahaan, pemeliharaan dan perawatan

prasarana dan sarana Kanppeko;
i. memelihara kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor;
j. melaksanakan pengelolaan ruang rapatlpertemuan Kanppeko;
k. melaksanakan publikasi kegiatan dan pengaturan acara Kanppeko;
I. melaksanakan pengelolaan kearsipan, data dan infcnnasiKanppeko;
ntmengintegrasikan hasil evaluasi perencanaan dan pelaksanaan rencana

kerja dan anggaran SKPD pada Kota Administrasi dan APBD dan APBN
serta penilaian kinerja;

n. memantau dan melaporkan pelaksanaan programlkegiatan yang dibiayai
. dan APBD, APBN dan sumber-sumber lain pada IingkupKota Administrasi;

o. monitoring dan evaluasi sasaran fungsional program/kegiatan oi bidang
perekoil0mian, prasarana, sarana kota dan Iingkungan hidup, kesejahteraan
masyarakat dan pemerintahan terhadap perencanaan yang telah
ditetapkan pada Iingkup Kota Administrasi;

p. menginformasikan rencana dan pelaksanaan programlkegiatan bidang
.perekonomian, prasarana, sarana kota dan lingkungan hidup, Kesejahteraan
masyarakat dan pemerintahan, pada Iingkup Kota Administrasi;

q. menyelenggarakan dan mendukun.g Musrenbang Kota Administrasi;
r. mengoordinasikan penyusunan laporan kegiatan, keuangan, kinerja dan

akuntabilitas Kanppeko; dan
s. melaporkan dan rnempertanggun·gjawabkan pelaksanaan tugas SUbbagian

. Tata Usaha. .

Pasal53

(1) Subbidang Kesejahteraan Rakyat merupakan Unit Kerja Kanppeko dalam
pelaksanaan perencanaan pembangunan bidang kesejahteraan masyarakat
pada Iingkup Kota Administrasi. '

(2)Subbidang KesejaAteraan Rakyat dipimpin oleh seorang Kepala SUbbictang
yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Kantor;'

(3). SUbbi~ang Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas :

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran
Kanppeko sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran
Kanppeko sesuai dengan Iingkup tugasnya;

c. mengoordinasikan pelaksanaan perencanaan pembangunan dl bidang
pendidikan, perpustakaan dan arsip· daerah, sosial, kepemudaan,
keqlahragaan, pemberdayaan masyarakat dan perempuan, perlindungan .
anak, keluarga berencana, pengendalian kuantitas pendudukdan kesehatari
pada Iingkup Kota Administrasi;

d. mengoordinasikan penyusunan Renja UKPD serta dokumen pelaksanaan
anggaran UKPD di Bidang Kesejahteraan Rakyat pada lingkup Kota
Adniinistrasi;

. e. meiaksanakan pembinaan teknis Renja UKPD ser.a dokumen pelaksanaan
anggaran UKPD di Bidang Kesejahteraan Rakyat pada Iingkup Kota
Adr.ninistrasi;

f. meiaksanakan pengendalian kesesuaic.n antara indikator kinerja program
dengan tolok ukur kinerja output dan/atau hasil kegiatan pada Renja
UKPD serta dokumen pelaksanaan anggaran UKPD dl bidang kesejahteiraan

·.Rakyat pada lingkup Kota Administrasi; .
g. mela~sanakan pengendalian dan evaluasj· pencapaian kinerja Bidang

KeseJahteraan Rakyat pada Iingkup Kota Administrasi;
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h. melaksanakan perhitungan rencana alokasi anggaran UKPD di bidang
ke~ejahteraan Rakyat pada lingkup Kota Administrasi;

i. menyimpan dan mengolah data proses penyusunan perencanaan APBD
bidang kesejahteraan Rakyat Iingkup kota administrasi; dan

j. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tug:;lS Subbidang
Kesejahteraan Rakyat.

Pasal54

, (1) Subbidang Prasarana Sarana Kota dan Lingkungan Hidup merupakan Unit
.Kerja Kanppeko dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan bidang
Prasarana Sarana Kota dan Lingku[lgan Hidup pada Iingkup Kota
Administrasi.

(2) Subbidang Prasarana Sarana Kotadan Lingkungan Hidup dipimpin oleh
seorang Kepala Subbidang·yang berkedudukan di bawah dan bertl;mggung
jawab kepada Kepala Kantor.

(3)Subbidang Prasarana Sarana Kota dan Lingkungan Hidup mempunyai
tugas:

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran
Kanppeko sesuai dengan lingkup tugasnya; ..

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaah anggaran
Kanppeko sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. mengo9rdinasikan pelaksanaan perencanaan pembangunan di bidang
bina marga, perumahan, permukiman, gedung Pemerintah Daerah, tata
air, kebersihan, tata ruang, bangunan, pertamanan dan pemakaman;

d. mengoordinasikan penyusunan Renja UKPO selta dokumen pelaksanaan
anggaran UKPD di Bidang Prasarana Sarana Kota dan Lingkungan
Hidup pada Iingkup Kota Administrasi;

e. l1lelaksanakan pembinaan teknis Renja UKPD serta dokumen
pelaksanaan anggaran UKPD di bidang Prasarana Sarana Kota dan
Lingkungan Hidup pada lingkup Kota Administrasi;

f. melaksanakan pengendalian· kesesuaian antara indikator kinerja
program dengan tolok ukur kinerja output dan/atau hasil kegiatan pada
Renja UKPD serta dokumen pelaksanaan anggaran UKPD di bidang
Prasarana Sarana Kota dan Lingkungan Hidup pada lingkup. Kota
Administrasi;

g. melaksanakah pengendalian dan evaluasi pencapaian kinerja Bidang
Prasarana Sarana Kota dan Lingkungan Hidup pada lingkup Kota
Administrasi;

h. melaksanakan perhitungan rencana alokasi anggar3n UKPD dl bidang
Prasarana Sarana ··l<ota dan Lingkuhgan Hidup pada Iingkup Kota
Administrasi;

i. menyimpan dan mengolah data proses-penyosunafllJerencanaan APBD
bid;:lng Prasarana Sarana Kota dan Lingkungan Hidup Iingkup kota
administrasi; dan

j. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbidang
·Prasa~ana Sarana Kota dan Lingkungan Hidup.

Pasal55
.. r

(1) Subbidang Perekonomian merupakan Unit Kerja Kanppeko dalam
pelaksanaan perencanaan pembangunan bidang Perekonomian, Keuangan
dan Aset pada Iingkup Kota Administrasi.
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(2) SubbJdangPerekonomian dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

(3) Subbidang Perekonomian mempunyai tugas :

.a. menyusun bahan rencana strategis dan renc'.ana kerja dan anggaran
Kanppeko sesuai dengan Iingkup tugasnya;

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran
Kanppeko sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. mengoordinasikan pelaksanaan perencanaan pembangunan di bidang
transportasi, industri, energi, koperasi, usaha mikro, us.aha kecil, usaha
menengah, perdagangan, kelautan, perikanan, pertanian, petemakan,
kehut.;man dan ketahanan pangan, ketenagakerjaan, ketransmigrasian,

. kepariwisataan dan kebudayaan, pengelolaan keuangan, aset, pelayanan
pengadaan barang/jasa dan pelayanan pajak;

d. nie~goordinasikan penyusunan Renja UKPD serta dokumen pelaksanaan
anggaran UKPD di bidang Perekonomian, Keuangan dan Aset pada
lingkup Kota ,Administrasi;

e. melaksanakan pembinaan teknis Renja UKPD serta dokumen pelaksanaan
. ansgaran UKPD di bidang Perekonomian, Keuangan dan Aset pada

lingkup Kota Administrasi;
1. melaksanakan pengendalian kesesuaian antara indikator kinerja

program dengan tolok ukur kinerja output dan/atau hasil kegiatan pada
Ranja UKPD serta dokumen pelaksanaan anggaran UKPD di bidang
Perekonomian, Keua·ngan dan Aset pada lingkup Kota Administrasi;

. g. ·melaksanakan pengendalian dan evaluasi pencapaian kinerja Bidang
Perekonomian, Keuangan dan Aset pada lingkup Kota Administrasi;

h. melaksanakan perhitungan rencana alokasi anggaran UKPD di bidang
Perekonomian, Keuangan dan Aset pada lingkup Kota Administrasi;

i. menyimpan dan mengolah data proses penyusunan perencanC\an APBD
Bidang Perekonomian, Keuangan dan Aset Iingkup kota administrasi; dan

j. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbida·ng
Perekonomian.

Pasal56

(1) Subbidang Pemerintahan merupakan .Unit Kerja Kanppeko dalam
pelaksanaan perencanaan pembangunan bidang pemerintahan pada
lingkup. Kota Administrasi. .

(2) Subbipang Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

(3) Subbidang Pemerintahan mempunyai tugas :

a. ·menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran
Kanppeko sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran
Kanppeko sesuai dengan lingkup tugasnya; .

c. mengoordinasil<an pelaksanaan perencanaan pembangunan di bidang
bidang pengawasan internal, perencanaan pembangunan, administrasi
kependudukan dan pencatatan sipil, penanygulangan kebakaran dan
penyelamatan, komunikasi, informatika dan kehumasan, pengelolaan
kepegawaian, kesatuan bangsa dan politik, penyelenggaraan pelayanan

.terpadu, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan
Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, penanggulangan bencana
daerah; . . .

d, mengoordinasikan penyllsunan Renja UKPD serta dokumen pelaksanaan
.anggaran UKPD di bidang Pemerintahan pada lingkup Kola Administrasi;
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G. melaksanakan-pembinaan teknis Renja UKPD ser1a dokumeFlpeiak-saAaan
anggaran UKPD di bidang Pemerintahanpada:lingkup Kota Administrasi;.

f. .melaksanakan pengendalian kesesuaian. antara. indikatorkinerja
program dengan tolok ukur kinerja output dan/atau has.i1kegiatan pada
Renja UKPD serta dokumen pelaksanaan anggaranUKPD di bidang
Pemerintahan pada Iingkup Kota Administrasi; .

g. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pencapaiarr kinerja Bidang
Pemerintahan pada Iingkup Kota Administrasi; . . .'

h. melaks;:!nakan perhitungan rencanaalokas.i anggaran UKPD di oidang
'Pemerintahan pada Iingkup Kota Administrasi; .

.i.menyimpan dan mengolah data proses penyusunan perencanaan APBD
bidang Pemerintahan lirigkup kota administrasi; dan .' "

j. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbidang
Pemerintahan. .

Bagian Ketigabelas

,Kanppekab

.Paragraf 1

Keduchikan, Tugas dan Flmgsi

Pasal5?

(1) Kanppekab merupakan Unit Kerja Bappedapada KabupatenAdministrasi.

(2) Kanppekab dipimpin oleh seorang Kepala Kantoryarig 'berkedudukan
di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bappeda dan seC<;lra
operas.ional berkedudukan d! bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal58

(1)' Kanppekab mempunyai tugas merumuskandan mengoordinasikanpenyusunan
kebijakan perencanaan pembangunan dan program serta penganggaran
,UKPQ pada Kabupaten Administrasi serta melakukan pemg.endalian dan
evaluasi perencanaan pembangunan Kabupaten Administrasi.

(2) Untukmelaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kanppekab. ,menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan rencana strategis dan rencana ke~a dan anggaranKanppekab;
'b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumenpelaksanaan anggaran'

Kanppekab; . ,
c. pengendalian kesesuaian antara indikator., kinerja RPJPD. ,RPJMD,

RKPD dengan KUA dan PPA, output/hasil kegiatan pada Renja UKPD
dan RKA UKPD; '.

,d; p,engooi:dinasian kegiatan perencanaan di' bidang perekonomian,
pembangunan prasarara dan' sarana, pembangunan, kesejahter;:!an .
Rakyat, pembangunan tata praja, pembangunanaparatur dan keuangan;

e. pengoordinasian kegiatan perencanaanpembangunan secara terpadu,
Iintas wilayah, Iintas daerah, Iintas urusan pemerintahdan antar Iintas
pelaku lainnya; .

f. ,pel]1b~rian masukan penyusunan kebijakan perencanaan jangka panjang,
menengah, arah dan kebijakan umum tahunanAPBD sesuai kebutuhan.
Kab:.ipaten Administrasi; " . '

g. pemberian masukan penyusunan Rencana Tata Ruang WilayahKabupaten
Adniinistrasi; ,.' " '. .

~. 'penQendalian pelak:;anaan rencana pemba'ngunan;
I.. penyusunan 13va1uasi pelaksanaan rencana 'pembangunan;
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j. penyimpanan dan mengolah data proses penyusunan perencanaan
APBD Kanppekab;

k. pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Kanppekab;
I. penyediaan, penataLisahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan

prasarana dan sarana kerja Kanppekab;
m.pengelolaan kearsipan Kanppekab;
n. pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan dansurat menyurat Kanppekab;

dan
o. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi

Kanppekab:

(3) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi
.Kanppekab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf 0, untuk teknis dan
administrasi Kepala Kantor disampaikan kepada Kepala Bappeda dan
untuk operasional disampaikan kepada Bupati. .

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal59

(1) Kanppekab, terdiri dari :

a. Kepala Kantor;
b. Subbagian Tata Usaha;
c. Subbidang Kesejahteraan Rakyat;
d. Subbidang Prasarana, Sarana Kota dan Lingkungan Hidup;
e. Subbidang Perekonomian;
f. Subbidang Pemerintahan; dan
g. Subkelompok Jabatan Fungsional.

(2) SLibbagian dan setiap Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dipimpin oleh seorang .Kepala Subbagian dan seorang Kepala Subbidang
yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

Paragraf 3

Kepala Kantor

Pasal60

Kepala Kantor mempunyai tugas :

a.memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Kanppekab
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58;

b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian dan Subbidang;
c. melaksanakan koordinasi dengan SKPD/UKPD dan/atau instansi pemerintah/

swasta dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Kanppekab; dan
d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi

Kanppekab.

Pasal61

(1) Subbagian Tata USaha merupakan Satuan Kerja Kanppekab dalam
pelaksanaan administrasi Kanppekab.

(2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian· yang
.. berKeduduKan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.
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(S) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas :

a. melaksanakan rencan\3 strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran
Kanppekab sesuai dengan lingkup tugasnya; .

b. mengoordinasikan penyllsunan rencana strategis dan rencana kerja dan
anggatan Kanppekab

c. melaksanakan monitoring.. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan
rencana strategis dim dokumen pelaksanaan anggaran Kanppekab;

d. melaksanakan pengelolaan kepegawaian Kanppekab;
e. melaksariakan pengelolaan keuangan Kanppekab;
f. melaksanakan pengelolaan barang Kanppekab;
g. melaksanakan kegiatan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Kanppekab;
h. melaksanakan penyediaan, penatausahaan, pemelihar.;tari dan perawatan

prasarana dan sarana Kanppekab;
i. memelihara kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor;
j. melaksan·akan pengelolaan ruang rapatlpertemuan Kanppekab;
k. melaksanakan publikasi kegiatan dan pengaturariacara Kanppekab;
I. melaksanakan pengelolaan kearsipan, data dan informasi Kanppekab;
m,mengintegrasikan hGlsil evaluasi perencanaan dan pelaksanaan rencana

kerja dan anggaran SKPD pada Kabupaten Administrasi dari APBD dan
APBN serta penilaian kinerja;

n. mefnantau dan-melaporkan-pelaksanaan-pro·gramlkegiatan yang dibiayai
dari APBD: APBN dan sumber-sumber lain pada Iingkup Kabupaten
Administrasi;

o. monitoring dan evaluasi sasaran fungsional program/kegiatan di bidang
perekonomian, prasarana, sarana kota dan Iingkungan hidup, Kesejahteraan
masyarakat dan pemerintahan terhadap perencanaan yang telah
ditetapkan, pada Iingkup Kabupaten Administrasi; .

p. menginformasikan rencana dan pelaksanaan program/kegiatan bidang
perekonomian, prasarana, sarana kota dan Iingkungan hidup, Kesejahteraan
masyarakat dan pemerintahan, pada Iingkup Kabupaten Administrasi;

q. menyelenggarakan dan mendukung Musrenbang Kabupaten Administrasi;
r. mengoordinasikan penyusunan laporan kegiatan, keuangan, kinerja dan

akuntabilitas Kanppekab; dan
s.· melaporkan da,n mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian

Tata Usaha. . .

Pasal62

(1) Subbitlang Kesejahteraan Rakyat merupakan Unit Kerja Kanppekab dalam
pelaksanaan perencanaan pembangunan bidangkesejahteraan masyarakat
pada lingkup Kabupaten Administrasi.

(2) Subbil;lang Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh seorang Kepala SUbbidang
yang berkedudukan di bawah danbertanggung jawab kepada Kepala Kantor.. ,

(3) Subbipang Kesejahteraan Rakyat mempunyai tuyas :

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran
Kanppekab sesuai dengan lingkup tugasnya; .

b. melaksanakan rencana strategis dan dokum&n pelaksaoaan aoggaran
Kanppekab sesuai dengan Iingkup tugasnya;

c. mengoordinasikan pelaksanaan perencanaan pembangunan di bidang
pendiaikan, perpustakaan· dan arsip daerah, sosial, kepemudaan,
keQlahragaan, pemberdayaan masyarakat dan perempuan, perlindungan
anak, keluarga berencana. pengendalian kuantitas penduduk dan
.kel:jehatan pada Iingkup Kabupaten Administrasi;
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d. mergoordinasikan penyusunan Renja UKPD serta dokumen pelaksanaan
anggaran UKPD di bidang kesejahteraan Rakyat pada lingkup Kabupaten
Administrasi; .

e. melaksanakan pembinaan teknis Renja UKPD serta dokumen pelaksanaan
anggaran UKPD di bidang kesejahteraan Rakyat pada lingkup

.Kabupaten Administrasi;
f. melaksanakan pengendalian kesesuaian antara indikator kinerja

program dengan tolok ukur kinerja output dan/atau hasil kegiatan pada
Renja· UKPD serta dokumen pelaksanaan anggaran UKPD dj bidang
keiejahteraan Rakyat pada Iingkup Kabupaten Administrasi;

g. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pencapaian kinerjaBidang
Ke$ejahteraan Rakyat pada Iingkup KabupateFl-AamiFlistfasi;

. h. melaksanakan perhitungan rencana alokasi anggaran UKPD di bidang
kesejahteraan Rakyat pada Iingkup Kabupaten Administrasi;

i. menyimpan dan mengolah data proses penyusunan perencanaan APBD
bidang kesejahteraan Rakyat lingkup Kabupaten administrasi; dan

j. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbidang
Kesejahteraan Rakyat. .

Rasal63

.(1) Subbipang Prasarana Sarana Kota dan Lingkungan Hidup merupakan Unit
Kerja Kanppekab dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan bidang
prasarana, sarana dan lingkungan hidup pada Iingkup Kabupaten Administrasi.

(2) Subbidang Prasarana Sarana Kota dan Lingkungan Hidup dipimpin oleh
seorarg Kepala Subbidang yang berkedudukan di bawah danbertanggung
jawab kepada Kepala Kantor.

(3) Subbitlang Prasarana Sarana Kota dan Lingkungan Hidup mempunyai
tugas: . .

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran
Kanppekab sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksaFlaan anggaran
Kanppekab sesuai dengan Iingkup tugasnya;

c. mengoordinaslkan pelaksanaan perencanaan pembangunan di bidang
binFi marga, perumahan, permukiman, gedung Pemeriritah Daerah, tata
air, kebersihan, tata ruang, bangunan, pertamanan dan pemakaman;

d. mehgoordinasikan penyusunan Renja UKPD serta dokumen pelaksanaan
ariggaran UKPD di bidang Prasarana Sarana Kota dan Lingkungan
Hi(iup..pada·lingkupKabupaten Administrasi; .

e. melaksanakan pembinaan teknis Renja UKPO serta dokumen pelaksanaan
anggaran UKPD di· bidang Prasarana Sarana Kota dan Lingkungan
HidUp pada Iingkup Kabupaten Administrasi;

f. melaksanakan pengendalian kesesuaian antara indikator kinerja
program dengan tolok ukur kinerja output dan/atau hasil kegiatan pada
Renja UKPD serta dokumen pelaksanaan anggaran UKPD di bidang
Prasarana Sarana Kota dan Lingkungan Hidup pada Iingkup Kabupaten
Administrasi;

g. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pencapaian kinerja Bidang
.Prasarana Sarana Kota dan Lingkungan Hidup pada Iingkup Kabupaten
Administrasi;

h. melaksanakan perhitungan rencana alokasi snggaran UKPD di bidang
Prasarana Sarana Kota dan Lingkungan Hidup pada Iingkup Kabupaten
Administrasi;

i. ~enyimpan dan mengolah data proses penyusunan perc:mcamian APBD
bldang Prasarana Sarana Kota dan Lingkungan Hidup lingkup Kabupaten
Admlnistrasi; dan .
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. ,: . .' . '. .
J. 'melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbidang

Pr~sanma Sarana Kotadan Lingkungan Hidup. ' ,

Pasal64

(1) Suqbidarig Perekonomian merupakan Unit Kerja ,Kanppekab dalam
" Plillaksanaan perencanaan pembangunan bidang perekononiian, kel,langan
dan asetpada Iingkup Kabupaten Administrasi.

(2) SubbidangPerekonomian dipimpin oleh seorangKepala Subbidang yang
"berk~dudukan di bawah dan bertanggimg jawab kepada Kepala Kantor., '

(3) Subbidang Perekonomian mempunyai tugas :

" , a. menyusun bahan rencana strategis dan rel1Cana kerja dan angganitn
Kanppekab sesuai dengan Iingkup tugasnya; "

b. me!aksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran
Kanppekab sesuai dengan Iingkup tugasnY;:l; ,,',' '

c. mengoordinasikan pelaksanaan perencanaan pembangun~mdi bidang
tr;:lnsportasi, industri, energi, koperasi, usaha mikro, usaha kecil, usaha
menengah, perdagang,tn, kelautan, perikanan, pertanian, peternakan,
kehutanan dan ketahanan pangan, ketenagakerjaan,ketransmigrasian,
kepariwisataan dan kebudayaan, pengelolaan keua'ngan, aset,pelayanan
pengadaan barang/jasa dan pelayanan pajak; " , ' ,

d. mehgoordinasikan'penyusunan Renja UKPD'sertac;loktlme'n~pelaksanaan
, anggaran UKPD di bidang Perekonomian, Keuangan dan Aset- pada

'lingkup KabupatenAdministrasi; , " ,
e. melaksanakan pembinaan tekni:;; RenjaUKPD seita dokumenpelaksanaan

'anQgaran UKPD di, bidang Perekonomian, Keuangan dan Met pada
, lingkup Kabupaten Administrasi; , " '

f. melaksanakan pengendalian kesesuaian antara indikator kinerja pro,gram
dengan tolok ukur kinerja output dan/atau hasH kegiatan pada Renja
UKPDserta dokumen pelaksanaan anggaran UKPD di bidang Perekonomian"
Keuarigan dan Aset pada lingkup Kabupaten Ac;lministrasi;

g: melaksanakan pengendalian dan evaluasi pencapaian kinerja Bidang
Perekonomiim, Keuangan ,dan Aset pada Iingkup Kabupaten Administrasi; ,

h. rnelaksanakan perhitungan rencana, a10kasi anggaran UKPD di Bidang
Perekonomian, Keuangandan,Aset pada Ungkup Kabupaten Administrasi;

i. menyimpan dan mengolah data proses penyusunan perencanaan APBD
bidang Perekonomian. Keuangan dan Aset Iingkup Kabupaten administrasi;
d~ "

j. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbidang
Perekonomian.

Pasal65

,(1) Subbidang Pemerintahan merupakan Unit Kerja Kanppekab-dalam
,pelaksanaan perencanaan pembangunanbidang pemerintahan pada
IIngkup Kabupaten Administrasi.

(2)Subbidang Pemerintahan dipimpin oleh seorang KepClla Subbidang yang
berkedudukim di bawah dan bertanggung jaw(ib kepada Kepala 'Kantor.

'(3) Subbidang Pemerintahan mempunyaitugas :

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerj~dan anggaran
Kanpp,ekab sesuai dengan Iingkup tugasnya; " " "
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.b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran
.Kanppekab sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. mengoordinasikan pelaksanaan perencanaan pembangunan di bidang
bidang pengawasan internal, perencanaan pembangunan. administrasi
kependudukan dan pencatatan sipil, penanggulangan kebakaran dan
penyelamatan. komunikasi, informatika dan kehumasan. pengelolaan
kepegawaian, kesatuan bangsa dan politik, penyelenggaraan pelayanan
terpadu, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan
PeraturanDaerah dan Peraturan Gubernur, penanggulangan bencana
daerah; .

d. mergoordinasikan penyusunan Renja UKPD selta dokumen pelaksanaan
anggaran UKPD di· Bidang Pemerintahan pada· lingkup Kabupaten
Administrasi;

e. melaksanakan pembinaan teknis Renja UKPD selta dokumen pelaksanaan
anggaran UKPD di Bidang Pemerintahan pada. lingkop Kabupaten
Adl;Tlinistrasi; . .

f. melaksanakan pengendalian kesesuaian antara indikator kine~a program
dengan tolok ukur kinelja output dan/atau hasH kegiatan. pada Renja
UKPD serla dokumen pelaksanaan anggaran UKPD di Bic;lang
Pemerintahan pada lingkup Kabupaten Administrasi;

. g,. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pencapaian kine~a Bidang
Pemerintahan pada lingkup Kabupaten Administrasi;

,h. melaksanakan perhitungan i'encana alokasi anggaranUKPD di Bidang
Pemerintahan pada lingkup Kabupaten Administrasi;

i. menyimpan dan mengolah data proses penyusunan perencanaan APBD
.Bidang Pemerintahan Iingkup Kabupaten administrasi; dan

j: melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaantugas Subbidang
Pemerintahan.

Bagian Keempatbelas

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal6e

(1) Bappeda dapat mempunyai Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Kanppeko/Kanppekab dapat mempunyai Subkelompok Jabatan Fungsional,
seba~ai bagi~m dari Kelompok Jabatan Fungsional Bappeda.

Pasal67

(1) Dalam rangka mengembangkan profesilkeahlian/kompetensi Pejabat
Fungsiol)al dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional untuk lingkup Badan
dan Subkelompok JabatanFungsional untuk Iingkup Kanppeko/Kanppekab
yang ditetapkan oleh Kepala Bappeda.

(2) Kelompok jabatan fungsional dan sUbkelompokjabatan fungsional
sebaqaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Ketua
Kelompok Jabatan Fungsional dan Ketua Subkelompok Jabatan
Fungsional yang berkedudukan. di bawah dan berlanggung jawab kepada
Kepala Bappeda dan Kepala Kantor.

(3) Ketua Kl3lompok Jabatan Fungsional dan Ketua Subkelompok Jabatan
Fungsional sebagaimana diinaksudpada ayat (2) diangkat oleh Kepala
Badan dari pejabat fungsional yang berkompeten dan berintegritas.

(4) Ketentuan·lebih lanjut mengenai Jabatan Fungsional pada Bappeda diatur

dengan Peraturan Gubemur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
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BABIV

TATAKERJA

Pasal68

(1) Datam melaksanakan tugas dan- fungsinya Bappeda wajib taat dan
berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangim.

(2) Kepal~ Badan mengembangkan koordinasi dan kerja sarna dengan SKPDI
UI:<PD, Instansi Pemerintah/swas~ dan masyarakat dalam'rangka meningkatkan
kine~~ dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi,Bappeda.,

Pasal69

Kepala B~dan, Wakil Kepala Badan, Sekretaris Badan, Kepala Bidang, Kepala
Kantor, Kepala Subbidang, Kepala Subbagian, Ketua Kelompok Jabatan
Fungsional dan Ketua SUbkelompok Jabatan ,Fungsional dan pegawai pada
Bappeda dalam melaksanakan tugasnya wajib mematuhi ketentuan peraturan
perundang-undangan serta menerapkan prinsip koordinasi, kerja sarna, integrasi,
sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi.

Pasal70

(1) Kepala Badan, Wakil Kepala BadanvSekretaris Badan, Kepada Bidang,
Kepala Kantor, Kepala Subbidang. Kepala Subbagian, Ketua Kelompok
Jabatan Fungsional dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada
Bappeda wajib memimpin, mengoordinasikan, mengalahkan; memberikan
blmbingan, memberikan petunjuk pelaksanaan tugas, membina dan menilai
kine~a bawahan masing-masing.

(2) Kepala Badan, Wakil Kepala Badan, Sekretaris Badan, Kepada Bidaog,
Kepalfl Kantor, Kepala Subbidang, Kepala Subbagian, Ketua Kelompok

'Jabatim Fungsional dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan
pega~ai pada BapPeda wajib mengikuti dan mematuhi perintah dinas atasan
masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal71

Kepala Badan, Wakil Kepala Badan, Sekretaris Badan, Kepada Bidang, Kepala
Kantor, Kepala Subbidang, Kepala Subbagian, Ketua Kelompok Jabatan
Fungsional <;lanKetua Subkelompok Jabatan FlJngsional pada Bappeda wajib
mengawaSi dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan masing-masing
selta Il)engambil langkah-Iangkah yang diperlukan apabila menemukan adanya
penyimplmgan danJatau indikasi, penyimpangan. ' '

Pasal72

(1) Kepala Badan, Wakil Kepala Badan, Sekretaris Badan, Kepada Bidang,
Kepala Kantor, Kepala Subbidang, Kepala Subbagian, Ketua Kelompok
Jabatan Fungsional dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan

'pegawai pada Bappeda wajib menyampaikan laporan dan kendala
pelak~anaan tugas kepada atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(2) Atasan yang menerima,laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
menindaJ<lanjuti dan menjadikan laporan yang diterima sebagai bl;lhan
pengambilan keputusan sesuai dengan kewenangan maslng-masing.
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Pasal73

(1) Sekretariat Daerah melalui Biro Organisasi dan RB melaksanakan
pemblnaan kelembagaan,' ketatalaksanaan. pelaporan dan reformasi
birokrSsi terhadap Bappeda. . .

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan,
pelaporan dan reformasi birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

.dlatur dengan Peraturan Gubernur.

BABV

KEPEGAWAIAN

Pasal74

(1) Pegawai pada Bappeda merupakan Pegawai Aparatur Sipil Negara, terdin
atas:

a. Pegawai Negeri Sipil; .dan
b: Pegawai Pernerintah dengan Perjanjian Kerja.

(2) Peng~lolaan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksiinakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tehtang
Aparatur Sipil Negara.

(3) .DaIam pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, Bappeda mendapat pembinaan
. dan Sekretans Daerah melalui BKD dan Biro Organisasi dan RB.

BABVI

KEUANGAN

Pasal?5

(1) Belanja pelaksanaan tugas dan fungsl Bappeda dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

.(2) Pengelolaan belanja sebagaimanadimaksud p.,da ayat (1), dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan keuangan 'negara!
daerah.

Pasal76

(1) Pend$patall yang bersumber dari pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda
merupakan pendapatan daerah.

(2) Pengelolaan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
.dllaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
Keuangan Negara!Daerah

BAB VII

ASET

Pasal??

(1) Aset yang dipergunakan oleh Bappeda sebagai prasarana dan sarana kerja
. . Bappeda merupakan asel daerah dengan status .kekayaan da.erah yang

tidak dipisahkan.· . . .
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(2)--Pengelolaan aset-atau-prasarana-dan:saranai<erjcrseo1'fgaimana dimaksud
pad.a ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peratiJran perundang­
undangan keuangan negaraldaerah dan ketentuan peraturan perundarig-
undangan pengelolaan barang milik negara' daerah. . .

pasal78

(1) Prasaranadan sarana kerja yang di(erima.oleh Bappeda dalam bentuk
pamberian hibah atau bantuan dari pihak ketiga kepada Bappeda dalam
rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya merupakan penerimaan barang
daerah. . .

(2) Penerima barang daerah sebagaimana dimaksud PClda ayat (1). segi"mi
.. dilaporkan kepada Gubernur .melalui Kepala BpKAD· selaku Pejabat

.Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sekaligus sebagai Bertdahara Umum
. Daerah (BUD) untuk dicatatdan dibUkukan sebagai aset daerah.

BAB VIII

PELAPORANDAN AKUNTABILITAS .

Pasal79

(1) Bappeda menyusundan menyampaikan laporan berkala tahur:lan, semester,
triwulan, bulanan dan/atau sewaktu-waktu kepada GiJbemur melalul Sekretaris
·Daerah.

(2) .UlPoran sebagaimana dimlilksud pada ayat (1), antara lain meliputi laiJoran:

a. kepegawaian;
b;keuangan; 0

c. barang 0

d. kinerja;
e. akuntabilitas; dan
f. kegiatan.

Pasal80

Dalam rangka akuntabilitas sappeda mengembangkan sistem pengendalian
internal. 0

BABIX

PENGAWASAN

Pasal81

Pen9awasan terhadap Bappeda dilaksanakan olen:

a. 0 Lembaga negara Yang mempunyai' tiJgas memeriksa pengelolaan dan
tanggung jawab keuangan negara; dan 0 •

. b.o Aparat Pen9awas Intern PerTu3rintah.

BABX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal82

(1) Formasi Jabatan Bappeda diatur dengan Peraturan Gubernur teorsendiri.
sesuaLdengankebutuRan, kemampuan kelJangan daerah daR pri0ri~daerah. 0
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(2) Kebutuhan peralatan kerja ditetapkan dengan Keputusan Gubernur tersendiri
sesuai dengan kebutuhan, kernampuan keuangan daerah dan prioritas daerah.

BABXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal83

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku Peraturan Gubernur Nomor 70
Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata' Kerja Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal84

Peraturan GUbernu~ ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Desember 2014

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,,

tid

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA, .

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2014 NOMOR 62093
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